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KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 068.2/077 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan
kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat 
terlaksana dengan baik dan jelas, maka diperlukan 
Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung telah 
menyusun Standar Operasional Prosedur yang 
selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Standar Operasional 
Prosedur di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah;
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Menetapkan : 

KESATU :

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Kabupaten 
Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran 
keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum 
KESATU Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten 
Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, 
serta sebagai pedoman dalam pelayanan kepada 
masyarakat.

Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah agar peran 
dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat 
maupun pegawai di Inspektorat kabupaten Temanggung 
menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekeijaan 
dan pelayanan.



KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 3 September 
2018

a.n. QI TEMANGGUNG 
jUR

IPATENvOTI ANGGU NG

198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung sebagai laporan;

2. Sekretaris Daerah Kab. Temanggung;

3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 068.2/077 TAHUN 2018 

TANGGAL : 3 September 2018

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

NO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1 . ADMINISTRASI DAN UMUM

1 . Legalisasi Surat Kepegawaian
2. Menerima Tamu dan Telepon
3. Pelaksanaan rapat
4. Pengelolaan Arsip
5. Pengelolaan surat Keluar
6. Pengelolaan Surat Masuk
7. Pengiriman Surat
8. Penomoran Surat
9. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
10. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan
11. Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang
12. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat
13. Pengusulan Taspen
14. Pengusulan Penilaian Masa Kerja (PMK)
15. Pengusulan Pensiun
16. Pengusulan Mutasi Pegawai
17. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
18. Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP)
19. Pengusulan Kebutuhan Pegawai
20. Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG)
21. Pengusulan KARIS/ KARSU
22. Pengusulan Diklat
23. Pengusulan CPNS menjadi PNS
24. Pengusulan Cerai
25. Pengajuan Ijin Tugas Belajar
26. Pengangkatan Pegawai ke dalam JFA melalui

Penyesuaian/Inpassing
27. Penyusunan Peta Kompetensi
28. Pengadaan Alat Tubs Kantor (ATK)
29. Pengadaan Barang
30. Pengadaan Cetak
31. Pengusulan Penghapusan Barang
32. Pembuatan SPJ Barang



33. Laporan Aset Barang
34. Pelaporan Barang
35. Pembuatan SPP -  SPM GU
36. Pembuatan SPP -  SPM UP
37. Pembuatan SPP -  SPM TU
38. Pembuatan SPJ kas

2. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI, BPKP, Iijen dan 
Inspektorat Provinsi

3. PERENCANAAN

1. Evaluasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Renja
2. Penyusunan bahan LKPJ dan LPPD
3. Penyusunan DPA
4. Penyusunan Lakip
5. Penyusunan Laporan Kegiatan
6. Penyusunan Penetapan kineija
7. Penyusunan Renja
8. Penyusunan Renstra
9. Penyusunan RKA
10. Penyusunan Standar Biaya

4. AUDITOR

1. Pemeriksaan Kasus, Khusus dan Tujuan Tertentu
2. Pemeriksaan Reguler
3. Revisi LHP
4. Penyelesaian Hambatan dalam Pemeriksaan
5. Pemberian Informasi Pengawasan
6. Pemberian Konsultasi
7. Pelatihan Di Kan tor Sendiri
8. Penyimpanan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
9. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
10. Telaah sejawat Intern
11. Penyusunan PKPT
12. Manajemen Oversight

a.n. BUPATI TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Memahami tata naskah dinas

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Pengelolaan Surat 1. Stempel

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Legalisasi surat kepegawaian merupakan syarat dalam 
pengurusan administrasi kepegawaian, jika tidak 
dilaksanakan sesuai SOP akan menghambat 
pelaksanaan administrasi pemerintahan



PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATBN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Pemohon Pengadministrasi

Persuratan

Kasubag. 
Administrasi 
dan Umum

Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Menyerahkan fotocopy surat disertai dokumen 
aslinya

Dokumen asli, 
Fc surat

1 menit Dokumen asli, Fc 
surat

2 Memeriksa dokumen Dokumen asli, 
Fc surat

5 menit Dokumen terperiksa Kesesuaian fc
dengan
dokumen

3 Memparaf permohonan legalisasi S a la h
Benar

Dokumen
terperiksa

3 menit Dokumen terparaf

1
4 Menandatangani permohonan legalisasi surat, 

memerintahkan untuk ditindaklanjuti Salah t Dokumen
terparaf

2 menit Dokumen
tertandatangani

5 Meneruskan disposisi, memerintahkan untuk 
memberikan Stampel dinas Benar

Dokumen
tertandatanga
ni

2 menit Dokumen
terlegalisir

6 Memberikan Stampel dinas dan memberikan ke 
pemohon;

.r-------

'

b
'

P
Dokumen
terlegalisir

1 menit Dokumen 
terlegalisir dan 
diserahkan ke 
pemohon

7 Menerima legalisasi surat; cb Dokumen
terlegalisir

1 menit Dokumen legalisir 
diterima pemohon



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu berkomunikasi dengan baik

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Keija Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1- Alat tulis kantor

2- Pesawat Telepon

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Setiap tamu dan panggilan telpon yang masuk 
harus difasilitasi dengan baik agar informasi yang 
datang dapat ditindaklanjuti

1. Buku Tamu

2. Buku Berita Telpon

2- Informasi yang sampai pada pihak dituju dapat 
mendukung kineija pelayanan



PROSEDUR PENERIMAAN TAMU DAN PANGGILAN TELEPON

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKasubbag. 
Admin is trasi 
dan Umum

Pengadminis trasi 
Umum

Penelepon / 
Tamu Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan untuk menerima tamu dan atau 
panggilan telepon

V
Kedatangan
tamu/panggilan
telepon

2 menit perintah

2. Menerima tamu atau panggilan telepon, serta 
menyampaikan informasi maksud dari tamu/dari 
penelepon — cb

perintah 8 menit Komunikasi 
efektif,informasi

3 Memerintahkan untuk mengantarkan tamu kepada 
bidang ataupun personel yang dituju atau 
menyampaikan sambungan telpon kepada pihak yang 
dituju dan mencatatnya

>□ f

Komunikasi 
efektif, informas i

2 menit perintah

4 Mengantarkan tamu atau menyampaikan sambungan 
telpon kepada pihak yang dituju >f

perintah 5 menit Tamu sampai pada 
alamat yang dituju

l_ 1_1
5 Tamu /panggilan telepon sampai pada alamat yang 

dituju
>r b

Tamu sampai 
pada alamat yang 
dituju

15 menit Tamu mengisi buku 
tamu, panggilan 
telepon dicatat pada 
buku berita



P/019/ 067/IX/2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar Hukum Kualilikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Memiliki kewenangan dal am Penyelenggaraan 
Rapat

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Meja Kursi rapat

2. LCD

3. Wireless

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan rapat maka harus 
dilaksanakan sesuai SOP

1. Buku Agenda Rapat



PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana

Sekretaris
Kasubag. 

Admin Is trasi 
dan Umum

Pengadminist 
rasi Umum Inspektur

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output
Ket.

Memerintahkan mempersiapkan pelaksanaan rapat 
staf agenda keija 3 menit disposisi

Meneruskan disposisi Disposisi 2 menit Disposisi
lanjutan

Memerintahkan untuk mempersiapkan ruangan 
rapat dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan

Disposisi lanjutan 5 menit Disposisi
lanjutan

Mempersiapkan kebutuhan rapat Disposisi lanjutan 15 menit Kebutuhan
rapat

terpenuhi

ruangan rapat, 
sound system, 
LCD dan 
perlengkapan 
lain

Mengundang semua pegawai untuk mengikuti 
rapat

Kebutuhan rapat 
terpenuhi.

5 menit Informasi
rapat

Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan 
kehadiran peserta rapat

informasi rapat, 
kehadiran peserta 

rapat,

5 menit Rapat siap 
dilaksanaka

Memimpin rapat

C _ )

Rapat siap 
dilaksanakan, 
bahan rapat

60 menit Rapat
dilaksanaka



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana Peralatan/Perlengkapan

1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung.

2 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Keija Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

1. Memahami pengelolaan barang
2. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Rak/tempat penyimpanan

2. Komputer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Mengelola ATK/arsip dengan teliti, agar
tertata/tersimpan dengan baik sehingga mudah 
ditemukan.

1. Buku Pencatatan ATK/Arsip (untuk arsip dan koreksi)



PROSEDUR PENGELOLAAN ATK/ ARSIP
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag
Administrasi dan 

Umum

Admin istrasi 
Persuratan Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan untuk dilaksanakan 
pendokumentasian

Lt J

Arsip dari bidang- 
bidang

5 menit Arsip, disposisi

2 Membuat jadwal pemeliharaan arsip, kemudian 
memilah arsip sesuai dengan klasifikasi surat

arsip, disposisi, 15 menit Kalender keija, hasil 
pemilahan arsip

t

4 Meneliti dan memeriksa laporan, memerintahkan 
arsiparis untuk menindaklanjutinya

<1
Tidak

Catatan hasil 
pemilahan arsip

5 menit Catatan, disposisi

5 Meletakkan arsip sesuai dengan klasifikasinya, dan 
menata dalam rak arsip

L
•

Catatan, disposisi 45 menit Arsip tertata dengan 
baik dan benar



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi surat dinas

2. Memahami penyelenggarakan administrasi perkantoran

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. ATK

3. Buku Ekspedisi

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Proses surat menyurat dalam administrasi 
pemerintahan merupakan keharusan. Apabila 
Proses Surat Keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, 
maka akan menghambat pelaksanaan Administrasi 
Pemerintahan

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT KELUAR
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi surat dinas
2. Memahami penyelenggarakan administrasi 

perkantoran

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. Kartu Kendali

2. Lembar Disposisi

3. ATK

4. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Proses surat menyurat dalam administrasi
pemerintahan merupakan keharusan. Apabila Proses 
Surat Masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka 
akan menghambat pelaksanaan Administrasi 
Pemerintahan

1. Buku Agenda Surat Masuk



PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT MASUK
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Pengadministrasi
Persuratan Inspektur Sekretaris

Kasubag. 
Administras 
i dan Uraum

Penerima
disposisi Kclengkapan Waktu Output

1 Mencatat di buku agenda surat masuk , dan 
memberi lembar disposisi

S 3
Surat 

masuk,bk. 
agenda

5 menit Surat tercatat, 
lembar disposisi

2 Mendisposisi surat

“ I
Surat tercatat, 

lembar 
disposisi

5 menit surat terdisposisi

3 Mendisposisi lanjutan r h - 1
surat

terdisposisi
5 menit , surat, disposisi 

laryutan

4 Membaca disposisi dan isi surat - i n , surat, 
disposisi 
lanjutan

5 menit Surat terbacan— 1
5 Mencatat isi disposisi dan mendistribusikan 

surat sesuai disposisi
' f Surat terbaca 5 menit Surat terdistribusi

____1 1
6 Menindaklanjuti isi disposisi, kemudian 

diserahkan untuk didokumentasikan r h Surat yang 
terdistribusi

5 menit Surat, tindak lanjut 
sesuai

disposisi,Surat
i

n__1
7 Mendokumentasikan surat masuk Surat 5 menit surat

terdokumentasi



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

1. Memahami urusan administrasi umum

2. Dapat mengemudikan kendaraan roda 2

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Keija Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. Sepeda motor

2. Helm

3. STNK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Setiap penerima surat harus membubuhkan 
tanda tangan dan nama terang pada buku

2. setiap pengiriman yang disertai dengan adanya 
biaya pengiriman

1. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGIRIMAN SURAT/ DOKUMEN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKasubbag. 
Administrasi dan 

Umum

Administrasi
Persuratan Penerima Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan untuk mengirim surat/ dokumen v Surat/ dokumen 2 menit Surat/
dokumen,
perintah

2. Mengirimkan surat/ dokumen ke alamat tujuan surat Surat/
dokumen,Surat/ 
dokumen, perintah, 
buku ekspedisi

30 menit surat/
dokumen
terkirimV

CZ3-
3. Menandatangani penerimaan surat di buku ekspedisi

- r
f surat/ dokumen 

terkirim
2 menit tnd tgn atau 

bukti perimaan

4. Membuat laporan secara lesan dan mengarsip

C
'

D
tnd tgn atau bukti 
perimaan

5 menit laporan dan 
arsip buku 
ekspedisi



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Arsip 1. ATK

2. Lembar kendali surat

3. Mesin ketik

4. Komputer

5. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Setiap surat keluar harus dicatat dan diberikan no 1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Tidak boleh menggunakan tanggal mundur

3. Nomor surat tidak boleh mundur

4. Proses pemberian nomor maksimal 1 hari

2. Arsip



PROSEDUR PENOMORAN SURAT
INSPEKTORAT KABUPATEN TBMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKasubbag. 
Admin is tras 
i dan Umum

Pengadmin.
Persuratan Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan untuk memberikan nomor bagi 
surat/dokumen yang ditandatangani kepala 
dinas atau sekretaris dinas p

surat yang sudah 
ditandatangani kepala 
dinas/sekretaris

2 menit perintah

2. Memberikan nomor surat, disposisi 5 menit berkas surat 
yang bemomor 
dan teragenda

aturan pemberian nomor: 1. nomor surat ditulis 
pada buku sesuai dengan kepentingan misal, surat 
tugas pada buku surat tugas, sk pada buku sk, dll 
2. Indek menyesuaikan urusan (sesuai buku 
pedoman); 3. tanggal surat sesuai pada saat 
penulisan surat (tidak boleh menggunakan tanggal 
mundur); 4. diijinkan pesan nomor apabila telah 
disetujui kasubbag umum dan kepegawaian

\/

3. Mengetik nomor surat pada surat t
P

berkas surat yang 
bemomor dan 
teragenda

2 menit surat yang 
sudah 
diberikan 
nomor surat

ditulis menggunakan mesin ketik/ printer

4. Mengarsip surat keluar ke dalam file box.

(
/
)

surat yang sudah 
diberikan nomor surat

2 menit arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/025/872/IX/2018 

Tanggal Pembuatan 03 September 2018 

Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif

[ f lk f /  KABUPATk{^^V'ANGGUNG

V. / V  •-. Ir. GLH(«Cra/YARSO. Msi.
198903 1 002

„  ____ Pembuatan Daftar Urut
Nama SOP Kepangkatan (DUK)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS

1 Memahami urusan administrasi kepegawaian

2 Memiliki kewenangan dalam menyusun DUK PNS
2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Memiliki kemampuan dalam menganalisis data 
kepegawaian kepegawaian

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian Surat 1 • Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Dokumen kepegawaian

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1- DUK sebagai bahan pertimbangan dalam 1- Buku Agenda Surat Keluar

pengangkatan dalam jabatan. 2- Buku Ekspedisi



PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Menyampaikan sesuai dengan kenyataan 1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Berita Acara Pemeriksaan



PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag
Administrasi
Han Umum

Sekretaris Inspektux
Atasan

langsung
Pegawai

Pegawai yang 
melakukan 
pelanggaran

Pengelola
Kepegawala

n

Pengadmini
strasi

Persnxatan
Kelengkapan Waktu Output

12 Memparaf draf surat penjatuhan 
hukuman disiplin ringan HF ■ f

Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan

5 menit Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang diparaf

i 1 tidak

13 Memparaf draf surat penjatuhan hukuman 
disiplin ringan

*

1
f Tlda

Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang 
diparaf

5 menit Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang diparaf 
atasan langsung 
dan sekretaris

F
I

14 Menandatangani surat penjatuhan 
hukuman disiplin ringan Tidak Ya

Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang 
diparaf atasan 
langsung dan 
sekretaris

5 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang sudah 
ditandatangani, 
disposisi

15 Memberi nomor, stempel, mengangenda 
surat

|
/
— |

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang sudah 
ditandatangani, 
disposisi

2 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang sudah 
bemomor.berstem 
pel.teragenda1— — 1

16 Mencatat dalam catatan kepegawaian dan 
memerintahkan mengirim surat 
penjatuhan hukuman disiplin ringan 
dikirim ke pegawai yang bersangkutan dan
BKPSDM

>

d

f
— 1

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang sudah 
bemomor.berstem 
pel.teragenda

5 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan vang 
tercatat di file 
kepegawaian, 
disposisi

___ 1

17 Mengekspedisi surat, mendokumentasi, 
kemudian mengirim ke pegawai yang 
bersangkutan dan BKPSDM

c
’D

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
ringan yang 
tercatat di file 
kepegawaian, 
disposisi

15 menit surat
terdokumentasi 
dan terkirim ke 
BKPSDM



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana Peralatan / Perlengkapan

1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1- SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Menyampaikan sesuai dengan kenyataan 1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Berita Acara Pemeriksaan



PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.kasubbag 
Administrasi 
dan IT mum

Sekretarls Inspektur
Atasan

langsung
Pegawai

Pegawai yang
mplalfnlran
pelanggaran

Pengelola
Kepegawaian Persuratan Kelengkapan Waktu Output

q
12 Memparaf draf surat 

penjatuhan hukuman disiplin 
sedang

Ya Tidak 1 Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang

5 menit Darf surat
penjatuhan hukuman 
disiplin sedang yang 
diparaf>1

13 Memparaf draf surat 
penjatuhan hukuman disiplin 
sedang <

' Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang 
diparaf

5 menit Darf surat
penjatuhan hukuman 
disiplin sedang yang 
diparaf atasan 
langsung dan 
sekretaris

^ V a Tldak

14 Menandatangani surat 
penjatuhan hukuman disiplin 
sedang

Titiak X Ya
Darf surat 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang 
diparaf atasan 
langsung dan

5 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang sudah 
ditandatangani, 
disposisi

15 Memberi nomor, stempel, 
mengangenda surat

t
— I

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang sudah 
ditandatangani, 
disposisi

2 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang sudah 
bemomor.berstempel 
.teragenda1— ____ 1

16 Meneatat dalam catatan 
kepegawaian dan 
memerintahkan mengirim surat 
penjatuhan hukuman disiplin 
sedang dikirim ke pegawai yang 
bersangkutan dan BKPSDM

>r 1
t

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang sudah 
bemomor.berstem 
pel,teragenda

5 menit surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang tercatat 
di file kepegawaian, 
disposisiI________1

17 Mengekspedisi surat, 
mendokumentasi, kemudian 
mengirim ke pegawai yang 
bersangkutan dan BKPSDM

>

C
1
D

surat penjatuhan 
hukuman disiplin 
sedang yang 
tercatat di file 
kepegawaian, 
disuosisi__________

15 menit surat terdokumentasi 
dan terkirim ke 
BKPSDM



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Melaporkan/menyampaikan sesuai kejadian/pelanggaran 
yang dilakukan pegawai

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Berita Acara Pemeriksaan



PROSEDUR PENGUSULAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan Kasubag 
Admin is tras 
i dan Umum

Sekretaris Inspektur

Pelaksana

Atasan
langsung
Pegawai

Pegawai yang 
melakukan 
pelanggaran

Pengelola
Kepegawaian

Pengadmini
strasi

Persuratan
Kelengkapan

Mutu Baku

Waktu Output Ket.

Melaporkan adanya pegawai yang 
melakukan pelanggaran terhadap 
kewajibannya

Meneruskan laporan 2 5

Absensi 5 menit Laporan

Laporan 5 menit Laporan

Memerintahkan untuk memanggil 
pegawai yang bersangkutan

Laporan 5 menit disposisi

Membuat surat penggilan

1

Disposisi 10
menit

Surat panggilan

Mengadap atasan langsungnya, 
dan melaksanakan pemeriksaan □

Surat panggilan 30
menit

Hasil pemeriksaan

Membuat Berita 
pemeriksaan

Acara
l _ >

&
Hasil pemeriksaan 10

menit
BAP

Menandatangani BAP BAP 2 menit BAP yang sudah 
ditandatangani

Menandatangani berita acara 
pemeriksaan

BAP yang sudah 
ditandatangani

2 menit BAP yang sudah 
ditandatangani 
pegawai yang
bersangkutan dan
atasan langsungnya.

Memerintahkan untuk
mengusulkan proses hukuman 
berat kepada Bupatti lewat 
BKPSDM .

BAP yang sudah 
ditandatangani 
pegawai yang 
bersangkutan dan 
atasan 
lancsnnonva

BAP, disposisi

5 menit

Meneruskan disposisi Kepala 
Dinas/Badan/Kan tor

BAP, disposisi BAP, disposisi
2menit

10 Memerintahkan untuk membuat 
draf usulan hukuman disipilin 
berat 4

BAP, disposisi 2 menit BAP, disposisi



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag 
Admin is tras 
1 dan Umum

Sekretaris Inspektur
Atasan

langsung
Pegawai

Pegawai yang 
melakukan 

pelanggaran

Pengelola
Kepegawaian

Pengadmini
strasi

Persuxatan
Kelengkapan Waktu Output

11 Membuat draf surat usulan 
hukuman disiplin berat f

BAP, disposisi 10
menit

Draf usulan 
pemberian hukuman 
disiplin berat

l
12 Memparaf draf surat usulan 

hukuman disiplin berat T id a k
Draf usulan 
pemberian 
hukuman disiplin 
berat

5 menit Draf usulan 
pemberian hukuman 
disiplin berat yang 
diparafr Y a

13 Memparaf draf surat usula 
hukuman disiplin berat

1

T ld a k A Draf usulan 
pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang di 
paraf

5 menit Draf usulan 
pemberian hukuman 
disiplin berat yang di 
paraf kasubbag Adum 
dan Sekretaris*

Tidak Y a

14 Menandatangani surat usulan 
hukuman disiplin berat, 
memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti

f Y a
Draf usulan 
pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang di 
paraf kasubbag 
Adum dan 
Sekretaris

5 menit usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang sudah 
ditandatangani

15 Memberi nomor, dan cap dinas, 
mengagenda surat usulan 
hukuman disiplin berat

>f usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang sudah 
ditandatangani

2 menit usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang sudah 
bernomor,berstempel 
dan teragenda

16 Memerintahkan untuk mengirim 
surat usulan ke BKPSDM untuk 
proses lebih lanjut

usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat yang sudah 
bernomor,berstem 
pel dan teragenda

5 menit usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat, disposisi

17 Mencatat surat usulan dalam bk. 
Ekspedisi, mendokumentasikan 
dan selanjutnya mengirim ke 
BKPSDM

>cfD
usulan pemberian 
hukuman disiplin 
berat, disposisi

15
menit

Surat usulan 
pemberian hukuman 
disiplin berat 
terdokumentasi dan 
terkirim ke BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

IN SPEKTORAT 
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/029/842.1/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/
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Nama SOP Pengusulan Taspen

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai, dan Pensiun Janda/ Duda 
Pegawai

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan 
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Keija Inspektorat Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Data pegawai agar diperhatikan , agar tidak 
terjadi kesalahan.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2 .  Buku Ekspedisi

3. Buku Taspen



PROSEDUR PENGUSULAN TASPEN



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 JO Tahun 2002 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. Printer

3. SOP Pendokumentasian 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Validasi data masa keija pegawai untuk diperhatikan agar 
tidak terjadi kesalahan

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN PMK
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KcteranganKasubbag 
Administrasi 
dan Umum

Pengelola
Kepcgawaian Sekretaris Inspektur

Pengadmin
istrasi

Persuratan
Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan untuk membuat draf 
usulan PMK

Informasi 2 menit informasi, disposisi

2 Menyiapkan data pegawai dan berkas yang 
diperlukan untuk PMK ' 1 <±3

informasi, disposisi 30 menit Berkas data pegawai 
tersedia Data pegawai: Copy SK 

pegawai honorer, daftar 
hadir, daftar penerimaan 
gaji/honor, SK CPNS

3 Melegalisir berkas persyaratan, kemudian 
memerintahkan membuat konsep usulan 
PMK

>L tZh Berkas data pegawai 
tersedia

10 menit Berkas data pegawai 
terlegalisir, disposisi

4 Mengolah data, kemudian membuat konsep 
PMK

' 1 Berkas data pegawai 
terlegalisir, disposisi

30 menit Draf usulan PMK1
k

5 Memparaf Draf usulan PMK
d a k

Y a

Draf usulan PMK 5 menit Draf usulan PMK yang 
diparaf

6 Memparaf draf usulan PMK
T id a k As Y a

Draf usulan PMK yang 
diparaf

5 menit Draf usulan PMK yang 
diparaf kasubbag Adum 
dan SekretarisY n7 Menandatangani usulan PMK, kemudian 

memerintahkan untuk ditindaklanjuti 1 T id a Y a

Draf usulan PMK yang 
diparaf kasubbag 
Adum dan Sekretaris

5 menit usulan PMK yang
ditandatangani,
disposisi

8 Memberi nomor, dan cap dinas serta 
mencatatnya kedalam buku agenda surat 
keluar

1f□ usulan PMK yang
ditandatangani,
disposisi

5 menit Usulan PMK yang 
bemomor.berstempel 
dan teragendaI I____

9 Memerintahkan untuk mencatat, 
mendokumentasi.dan mengirim surat 
usulan PMK ke BKPSDM C Usulan PMK yang

bemomor.berstempel 
dan teragenda

2 menit Usulan PMK , disposisi

10 Mendokumentasi dan mengirim surat 
usulan PMK ke BKPSDM

Usulan PMK, disposisi 15 menit Usulan PMK 
terdokumentasi dan 
terkirim



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 
tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS

3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

5 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralat an / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Alat tulis kantor

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. File dokumen kepegawaian

3. SOP Pendokumentasian 3. Formuiir Pengusulan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. PengusulanPensiun pegawai 
memperhatikan peraturan kepegawaian/ 
aparatur sipil negara mengenai Pensiun

2. Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensi waktu 
pengusulan tidak terpenuhi

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku penjagaan
3. Arsip

i



PROSEDUR PENGUSULAN PENSIUN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

N o .

10

Kegiatan

Memerintahkan membuat membuat 
Buku Penjagaan Pensiun

Membuat Buku Penjagaan Pensiun

Memerintahkan untuk membuat konsep 
usulan Pensiun

Membuat konsep surat usulan Pensiun

Mengoreksi konsep surat usulan Pensiun

Memparaf konsep surat usulan kenaika 
gaji berkala

Menandatangani surat usulan Pensiun 
dan memerintahkan untuk
ditindaklanjuti

Meneruskan disposisi

Memerintahkan untuk menindaklanjuti 
disposisi

Memberi nomor pada surat usulan 
Pensiun, mencatat di buku agenda surat 
keluar dan mengirim ke BPPKAD

K elcngkapan

Mutu Baku

Waktu

agenda keija 

Data pegawai

Buku penjagaan Pensiun

Buku penjagaan Pensiun, 
disposisi,Berkas, Tabel 
Gaji, Pensiun terakhir

Konsep surat usulan

Konsep surat usulan 
terkoreksi

Konsep surat usulan yang 
di paraf

surat usulan yang 
ditandatangani, disposisi

surat usulan , disposisi

surat usulan, disposisi, 
ekspedisi

15 menit

5 menit

10 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

Output

disposisi

Buku penjagaan 
Pensiun

Buku penjagaan 
Pensiun, 
disposisi

konsep usulan 
Pensiun

Konsep surat 
usulan 
terkoreksi

Konsep surat 
usulan yang di 
paraf

surat usulan 
yang
ditandatangani,
disposisi

surat usulan 
disposisi

surat usulan 
disposisi

surat usulan 
Pensiun yang 
sudah diberi 
nomor, 
stempel.teragend 
a dan terkirim ke 
BPPKAD dan 
terdokumentasi

Ket.



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003
ten tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

1. Mem ah ami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS

3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

5 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1- SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2- SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Pejabat yag terlibat pengusulan mutasi pegawai 
untuk menjaga kerahasiaan

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN MUTASI PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No.

10

11

Kegiatan

Memerintahkan untuk melakukan 
mutasi pegawai

Meneruskan disposisi

Memerintahkan untuk membuat konsep 
surat usulan mutasi pegawai

Membuat konsep surat usulan mutasi 
pegawai

Memparaf konsep surat usulan mutasi 
pegawai

Memparaf konsep surat usulan mutasi 
pegawai

Menandatangani surat pengusulan 
mutasi pegawai, dan memrintahkan 
untuk ditindaklanjuti

Meneruskan disposisi

Memerintahkan pemberian
nomor,stempel,pencatatan surat keluar 
pada surat pengusulan mutasi pegawai

Memberi nomor agenda, Cap Stempel 
pada surat pengusulan dan mencatat 
pada buku surat keluar

Mencatat surat pengusulan mutasi 
pegawai dalam buku ekspedisi dan 
mengirimkanke BKPSDM dan 
didokumentasikan

Pengadminis
trasl

Persuratan
Kelengkapan

Agenda kerja

Mutu Baku

Waktu

Disposisi, Daftar 
kebutuhan pegawai

Daftar kebutuhan 
pegawai, disposisi

Disposisi, Daftar 
kebutuhan pegawai

Konsep surat usulan 
kebutuhan pegawai

Draf surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang di paraf

Draf surat usulan 
yang di paraf 
kasubbag Adum dan 
Sekretaris

surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah 
ditandatangani

surat usulan 
kebutuhan pegawai

surat usulan 
kebutuhan pegawai, 
disposisi

surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah diberi 
nomor
,stempel,diagenda

5
menit

2
menit

T
menit

T ?
menit

T
menit

5
menit

5
menit

2
menit

2
menit

~2 
menit

20
menit

Output

Disposisi, Daftar 
kebutuhan pegawai

Daftar kebutuhan 
pegawai, disposisi

Disposisi, Daftar 
kebutuhan pegawai

Konsep surat usulan 
kebutuhan pegawai

Draf surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang di paraf

Draf surat usulan yang 
di paraf kasubbag 
Adum dan Sekretaris

surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah 
ditandatangani

surat usulan 
kebutuhan pegawai

surat usulan 
kebutuhan pegawai, 
disposisi

surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah diberi 
nomor
.stempel,diagenda

surat usulan yang 
sudah tercatat di bk. 
Ekspedisi, 
terdokumentasi dan 
terkirim

Ket.



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Pemeruntah Republik Indonesia Nomotr 30 
Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji PNS

3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

5 Peraturan Bupati Nomor 24Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Alat tulis kantor

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. File dokumen kepegawaian

3. SOP Pendokumentasian 3. Formulir Pengusulan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Pengusulan kenaikan gaji berkala pegawai memperhatikan 
peraturan kepegawaian/ aparatur sipil negara mengenai 
kenaikan gaji berkala

2. Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensi waktu pengusulan 
tidak terpenuhi

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku penjagaan

3. Arsip



PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualiiikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 
tentang Peru bah an PP Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS

3 Peraturan Daerah Nom or 10 Tahun 2016 
tentang Pem bentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Keija Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

5 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memiliki kewenangan dal am pengusulan kenaikan 
pangkat

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 
2- SOP Legalisasi Surat Kepegawaian

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. SK CPNS, PNS

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Keterlambatan pengiriman berkas usulan 
maupun Kekurangan berkas berakibat pada 
terlambatnya proses kenaikan pangkat sehingga 
diikutkan pada periode berikutnya

2. Wama stopmap berkas usulan harus sesuai 
dengan petunjuk BKD, apabila tidak akan 
menghambat proses kenaikan pangkat

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi
3. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat



PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag. 
Administrasi dan 

Umum
Pegawai Sekretaris Pengelola

Kepegawaian Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat, 
menyampaikan informasi Kenaikan Pangkat V

Informasi,Data 
pegawai

30 menit Buku penjagaan KP, 
informasi

2 Menyiapkan dan menyerahkan berkas syarat 
kenaikan pangkat V

Buku penjagaan 
KP, informasi

5 menit Berkas (SK Pangkat 
Terkahir, SK CPNS)

3 Memeriksa berkas, kemudian memerintahkan 
untuk membuat draf usulan kenaikan 
pangkat

IT
Benar

Berkas 5 menit Berkas terperiksa, 
disposisi

SOP Legalisasi 
Surat

Kepegawaian

4 Membuat draf surat usulan KP Berkas, disposisi 10 menit Draf surat usulanJ~ L-r-J
5 Memparaf draf usulan KP T Draf surat usulan 5 menit Draf surat usulan 

yang di parafV Sa lah

6 Memparaf draf usulan KP
Sa lah

Bena r
Benar

Draf surat usulan 
yang di paraf

5 menit Draf surat usulan 
yang di paraf 

kasubbag Adum dan 
Sekretaris« 1

7 Menandatangani usulan KP, dan 
memerintahkan untuk ditindaklanjuti

idak

etuju A Draf surat usulan 
yang di paraf 

kasubbag Adum 
dan Sekretaris

5 menit surat usulan 
tertandatangani, 

disposisi

X .
8 Meneruskan disposisi rJ Setuju surat usulan

tertandatangani,
disposisi

5 menit surat usulan, 
disposisi lanjutan

I 1_
9 Memerintahkan untuk mendokumentasikan 

dan mengirim ke BKPSDM
surat usulan, 

disposisi lanjutan
5 menit surat usulan, 

disposisi1_I 110 Mendokumentasikan dan mengirimkan 
berkas usulan kenaikan pangkat ke BKPSDM A surat usulan, 

disposisi
30 menit Surat usulan yang 

sudah teragenda dan 
terkirim

SOP Pengelolaan 
Surat Keluar



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

5 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Untuk diperhatikan, pengajuan sesuai dengan 
kebutuhan pegawai

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN KEBUTUHAN PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag. 
Adminlstrasi 
dan Umum

Pejabat 
Eselon III 

dan IV

Pengelola
Kepegawaian Sekretaris Inspektur Pengadministrasi

Persuratan Kelengkapan Waktu Output

1 Meminta data kebutuhan pegawai 
kepada masing-masing Bidang. <-r-> Surat Permintaan 2 menit Surat Permintaan

2 Membuat daftar kebutuhan pegawai 
dan menyerahkan untuk rH Surat Permintaan 10

menit
Daftar kebutuhan 

pegawai

3 Memerintahkan untuk mengolah 
data dan membuat konsep surat 
usulan kebutuhan pegawai

t Daftar kebutuhan 
pegawai

5 menit Disposisi, Daftar 
kebutuhan pegawai□ I___

____I
4 Mengolah data dan membuat konsep 

surat usulan kebutuhan pegawai 
dan menyerahkan

f Disposisi, Daftar
kebutuhan
pegawai

15
menit

Draf surat usulan 
kebutuhan pegawaiI|

>

5 Mengoreksi konsep surat usulan

1 T id a k
Konsep surat 
usulan 
kebutuhan 
pegawai

5 menit Draf surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah di parafr

6 Mengoreksi, memberi paraf da l 
menyediakan L Draf surat usulan 

kebutuhan 
pegawai yang 
sudah di paraf 
kasubbag Adum.

5 menit Draf surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah di paraf 
kasubbag Adum dan 

Sekretaris
J

T ld a k
Y a

7 Mengoreksi
n d a k

1
Draf surat usulan 
kebutuhan 
pegawai yang 
sudah di paraf 
kasubbag Adum 
dan Sekretaris

5 menit surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah di tanda 

tangani, disposisi

8 Meneruskan kepada Kasubag. 
Umum dan kepegawaian untuk 
ditindak lanjuti

1f surat usulan 
kebutuhan 
pegawai yang 
sudah di tanda

2 menit surat usulan 
kebutuhan pegawai, 

disposisiICb



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag. 
Ad minis trasi 
dan Umum

Pejabat 
Eselon HI 

dan IV

Pengelola
Kepegawaian Sekretaris Inspektux Pengadministrasi

Persuxatan Kelengkapan Waktu Output

V
9 Menyerahkan untuk dimintakan 

nomor pada agendaris.
surat usulan 
kebutuhan 
pegawai, disposisi

2 menit surat usulan 
kebutuhan pegawai, 

disposisi

10 Memintakan nomor agenda, Cap 
Stempel pada agendaris.

> surat usulan 
kebutuhan 
pegawai, disposisi

2 menit surat usulan 
kebutuhan pegawai, 

disposisiL 1
____ 1

11 Mencatat di buku agenda surat 
keluar, memberi nomor, dan 
menyerahkan

'

surat usulan 
kebutuhan 
pegawai, disposisi

2 menit surat usulan 
kebutuhan pegawai 
yang sudah di tanda 
tangani dan sudah 

diberi nomor 
agenda, Cap Stempel

SOP
Pengelolaan 
Surat Keluar

11____
12 Mencatat dalam buku ekspedisi dan 

mengirimkan pengusulan kebutuhan 
pegawai ke BKD kemudian 
mendokmentasikan <

C
f

D

surat usulan 
kebutuhan 
pegawai yang 
sudah di tanda 
tangani dan 
sudah diberi 
nomor agenda, 
Cap Stempel

10
menit

Surat dicatat di 
buku ekspedisi dan 

terkirim

SOP
Pendokumen
tasian



Nomor SOP P/036/873.2/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

| | Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG |
Disahkan oleh 11

M I - tns^ s t u r

V^yKABU PATEN^^^NG G U NG

l(lNSPEKTORM[Ŝ
v»

M.Si.

198903 1 002

Nama SOP Pengusulan Karperg

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 KEP. BERSAMA MENDAGRI DAN KA. BAKN 
Nomor 217/ 1974 dan Nomor 70/ KEP/ 974 
tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Pegawai 
Negeri Sipil Daerah.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan 
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Kerja Inspektorat kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Data pegawai agar diperhatikan , agar tidak 
terjadi ke sal ah an.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi
3. Buku Karpeg



PROSEDUR PENGUSULAN KARPEG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan 
Tata Keija Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Keija Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Data pegawai agar diperhatikan , agar tidak 
teijadi kesalahan.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Buku Karis-Karsu



PROSEDUR  PENGUSULAN KARIS-KARSU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag. 
Administrasi 
dan Umum

Para
pegawai

Pengelola
Kepegawaian Sekretaris Inspektur

Pengadmlni
strasi

Persuratan
Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan informasi pengusulan Karis- 
Karsu C P

Surat 2 menit Informasi

2 Menyerahkan berkas syarat pengusulan
- M

Informasi 5 menit berkas

3 Meneliti, melegalisir berkas persyaratan 
pengajuan dan memerintahkan membuat konsep 
usulan pengajuan Karis-Karsu

1

I
berkas 10 menit berkas yang 

terlegalisir, 
disposisiI___

4 Mengonsep draf usulan pengajuan Karis-Karsu 1 berkas yang 
terlegalisir, 
disposisi

10 menit Draf surat usulan

>

5 Memparaf draf usulan Karis-Karsu A Draf surat 
usulan

5 menit Draf surat usulan 
yang di parafi a i a n

6 Memparaf draf usulan Karis-Karsu i
Y a

Draf surat 
usulan yang di 

paraf

5 menit Draf surat usulan 
yang di paraf 

kasubbag Adum 
dan Sekretaris

T id a k

A

v 1
7 Menandatangani usulan pengajuan karpeg, 

memerintahkan untuk ditindaklanjuti
T Y a

Draf surat 
usulan yang di 

paraf 
kasubbag 
Adum dan 
Sekretaris

5 menit surat usulan yang 
ditandatangani, 

disposisi

T id a k

8 Memberi nomor, stempel, mencatat ke dalam 
buku agenda surat keluar

1
f
----1

surat usulan 
yang

ditandatangani 
, disposisi

5 menit surat usulan yang 
telah diberi nomor 

surat dan cap1______ 1

9 Memerintahkan untuk mengirim berkas usulan 
ke BKPSDM > surat usulan 

yang telah 
diberi nomor 

surat dan cap,

5 menit surat usulan, 
disposisi

....
i

10 Mencatat dalam ekspedisi dan mengirim usulan 
pengajuan Karis-Karsu ke BKPSDM dan 
mendokumentasikan. '

c

’

Surat usulan 
pengajuan 

Karis-Karsu, 
disposisi, buku 

ekspedisi

15 menit Usulan Karis- 
Karsu terkirim 8s 
terdokumentasi



i

Nomor SOP P/038/890/1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG
l

Disahkan oleh

\
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Nam a SOP
Pengusulan Diklat

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Untuk diusulkan pegawai yang sesuai dengan 
kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN DIKLAT
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

PpInlfARTm

Kasubag. 
Ad um

Pejabat 
Eselon m , IV  
dan  Auditor

Pengelola
Kepegawaian

S e k re ta r is Inspektur
Pongadm inis

trasl
Persuratan

Mutn Baku

Keiengkapan W ak tu Output
Ket.

Meminta data kebutuhan diklat

s .

Surat dan BKPSDM 5 menit Surat dari BKPSDM, 
nota dinas

Membuat daftar kebutuhan diklat Surat dari BKPSDM, nota 
dinas

5 menit Daftar kebutuhan
diklat

Memerintahkan untuk mengolah data dan 
membuat draf surat usulan diklat

Daftar kebutuhan diklat 5 menit Daftar kebutuhan 
diklat, disposisi

Mengolah data dan membuat draf surat usulan 
diklat

Daftar kebutuhan diklat, 
disposisi

15
menit

draf surat usulan 
kebutuhan diklat

TMemparaf draf surat usulan diklat
T id a k

draf surat usulan 
kebutuhan diklat

5 menit

Ya

draf surat usulan 
kebutuhan diklat 

yang di paraf

Memparaf draf surat usulan diklat T id a k Ya
draf surat usulan 

kebutuhan diklat yang di 
paraf

5 menit Draf surat usulan 
kebutuhan diklat 

yang di paraf 
kasubbag umpeg dan 

sekretaris

Menandatangani surat pengusulan diklat, dan 
memerintahkan untuk ditindaklanjuti

f ld a k

Ya

Draf surat usulan 
kebutuhan diklat yang di 

paraf kasubbag umpeg dan 
sekretaris

5 menit surat usulan yang di 
ditanda tangani, 

disposisi

Meneruskan disposisi

f

surat usulan yang di 
ditanda tangani, disposisi

5 menit surat usulan yang di 
ditanda tangani, 
disposisi lanjutan

Memerintahkan pemberian nomor, stempel surat usulan yang di 
ditanda tangani, disposisi 

lanjutan

5 menit surat usulan yang di 
ditanda tangani, 
disposisi lanjutan

10 Mencatat di buku agenda surat keluar, memberi 
nomor, cap stempel

l

surat usulan yang di 
ditanda tangani

5 menit surat usulan yang 
bemomor, 

berstempel, dan

11 Memerintahkan untuk mengirim serta 
mendokumentasikan

surat usulan yang 
bemomor, berstempel, dan 

dicatat di agenda surat 
keluar

5 menit surat usulan, 
disposisi

12 Mencatat dal am buku ekspedisi dan mengirim 
pengusulan diklat ke BKPSDM dan 
mendokumentasikan

surat usulan, disposisi

CD
20

menit
Surat usulan tercatat 

di ekspedisi, 
terdokumentai dan 

terkirim



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 JO 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian 2. Printer

3. ATK

4. SK CPNS, Ijazah

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Validitas Data CPNS agar diperhatikan agar tidak 
terjadi kesalahan pada SK PNS

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

2. Berkas usulan harus dikirim tepat waktu, apabila 
terlambat akan mengakibatkan keterlambatan 
pengangkatan menjadi PNS



PROSEDUR PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag.
Administrasi 
dan Umum

CPNS
Pengelola

Kepegawaian Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Meminta kelengkapan berkas syarat pemberkasan 
PNS kepada CPNS c p

Surat dari 
BKPSDM

5 menit Surat dari BKPSDM, 
permintaan

2 Menyiapkan berkas

1

Surat dari 
BKPSDM,

15
menit

Berkas

3 Memeriksa berkas, kemudian memerintahkan untuk 
membuat Konsep Usulan

Salah Berkas, Data 
pegawai

10
menit

Berkas, Data pegawai, 
disposisi

4 Mengonsep surat usulan Benar
3 = ^ - 1

Berkas, Data
pegawai,
disposisi

15
menit

Konsep surat usulan

V5 Memparaf konsep usulan

N sash I
Konsep surat 
usulan

5 menit Konsep surat usulan 
yang di paraf

6 Memparaf konsep usulan --------- 1 Konsep surat 
usulan yang di 
paraf

5 menit Konsep surat usulan 
yang sudah di paraf 
kasubbag Adum dan 
sekretaris

Salah

4 Benar

7 Menandatangani usulan, kemudian memerintahkan 
untuk ditindaklanjuti T«BkSe (a

■■■ ■ ' ■

>

1

f

r

Konsep surat 
usulan yang 
sudah di paraf 
kasubbag 
Adum dan 
sekretaris

5 menit Surat usulan yang
ditandatangani,
disposisi

8 Meneruskan disposisi

1-----
f SetuU

Surat usulan 
yang
ditandatangani,
disposisi

5 menit Surat usulan, 
Disposisi lanjutan

1_________1

9 Memerintahkan untuk mendokumentasikan dan 
mengirim ke BKPSDM

t Surat usulan,
Disposisi
lanjutan

5 menit Surat usulan, 
Disposisi lanjutan

L
1

____ 1
1

10 Mendokumentasikan dan mengirimkan berkas usul 
CPNS menjadi PNS ke BKPSDM r P

Surat usulan, 
Disposisi, buku 
ekspedisi

30
menit

Agenda surat usulan, 
Surat terkirim



Nomor SOP P/040/472.2/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

w J i Tanggal Revisi

W Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh

^ ^ ^ ^ upateN - ^ ^ ^ n g g u n g

" V 1 OTr. CUK SUQWARBO. M.Si
1 002----------------------------------------------

Nama SOP Pengusulan Cerai

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 1990 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian 

2- Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika proses cerai, pegawai dapat didamaikan, maka 
tidak perlu diusulkan.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Berita Acara Pemeriksaan



PROSEDUR PENGUSULAN CERAI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



12 Memenuhi surat panggilan dan datang beserta 
pasangannya

$

surat panggilan 30
menit

Memenuhi surat 
panggilan

13 Melaksanakan pembinaan .didampingi Sekeretaris dan 
Kasubag Umpeg, kemudian memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti berdasar hasil pembinaan

1 Melaksnaan
pembinaan

20
menit

Hasil pembinaan apabila dapat 
didam aik an 

kasus berhenti, 
apabila tidak 
dapat maka 

dilanjutkan ke 
Bupati disertai 

berita acara

15 Membuat Berita Acara hasil pembinaan Hasil pembinaan, 
disposisi

15
menit

Berita acara hasil 
Pembinaan

__
16 Menandatangani berita acara Berita acara hasil 

Pembinaan
5

menit
Berita acara hasil 
Pembinaan yang 
tertandatanganiL — L

_____1
17 Menandatangani berita acara dan memerintahkan 

untuk ditindaklanjuti t
Berita acara hasil 
Pembinaan yang 
tertandatangani

5
menit

Berita acara hasil 
Pembinaan yang 
ditandatangani 

kepala, disposisiC 1
_____1

18 Memerintahkan untuk melengkapi berkas usulan cerai 
dan mengirimkan kepada Bupati

r h

Berita acara hasil 
Pembinaan yang 

ditandatangani kepala, 
disposisi

5
menit

Berita acara hasil 
Pembinaan, 

disposisi

19 Melengkapi berkas usulan cerai dan mengirimkan ke 
Bupati, dan mendokumentasikan .

r

'
Berita acara hasil 

pembinaan, disposisi
30

menit
Berita acara hasil 
Pembinaan dan 
berkas usulan 

cerai yang 
terkirim dan



N om or SO P P/041/894/ IX /2018

Tan gga l Pem bu atan 03 S ep tem b er 2018

Tan gga l Revisi

Tan gga l E fek tif

PE M E R IN T A H  K A B U PA T E N  T E M A N G G U N G  

IN SPE K T O R A T  

K A B U PA T E N  T E M A N G G U N G D isahkan  oleh

^ l ^ U P A T E N ^ f t l A . N G G U N G

k
V *  V  C U K  S U G l^ f i^ O .  M .S i 

M * t o S f # ^ W 8 9 0 3  1 002

Nam  a SO P Pengusu lan  Ijin /Tu gas B elajar

D asar H ukum K ualifikasi pe laksan a

1 Pera tu ran  D aerah  N om or 10 Tah u n  2016 

ten tan g Pem ben tukan  dan  Susunan  
Perangkat D aerah  K abu paten  Tem anggu ng.

1. M em aham i u ru san  adm in istras i k epegaw a ian

2. M am pu m engoperas ikan  kom pu ter

2 Pera tu ran  B u pati T em a n ggu n g  N om or 60 
Tah u n  2016 ten ta n g  K edudu kan , Susunan  
dan  T a ta  K e ija  O rgan isas i P erangkat D aerah  

K abu paten  T em anggu n g

3 Pera tu ran  B u pati N om or 24  Tah u n  2017 
ten tan g Pen jabaran  T u gas  Pokok, Fungsi 
dan  T a ta  K e ija  In spek tora t K abupaten  

T em anggu n g

Keterka itan Pera la tan  / perlengkapan

1 • S O P  Penge lo laan  S u ra t K eluar 1- A la t tu lis  kan tor

2- S O P  Lega lisas i Sura t K epegaw a ian 2- F ile  dokum en  kepegaw a ian

Peringatan Pencata tan  dan  pendataan

1. Pengusu lan  ijin / tu gas bela jar

m em perha tikan  p era tu ran  kepegaw aian/ 
a p a ra tu r s ip il n ega ra  m en gen a i pem berian  
ijin / tu gas be la ja r

1. B u ku  A gen d a  S u ra t K e lu ar

2. A rs ip

2. D iusu lkan  k e  B K D  T em an ggu n g  sesuai 
dengan  batas  w aktu  ya n g  d iten tukan



PROSEDUR PENGUSULAN IJIN/TUGAS BELAJAR
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

N o .

K e g i a t a n

P e l a k s a n a M u t n  B a k u

K e t e r a n g a n
P e m o h o n I n s p e k t u r S e k r e t a r i s

K a s u b b a g

a s i  d a n  

U  m u m

P e n g e l o l a

K e p e g a w a i a n
K e l e n g k a p a n W a k t u O u t p u t

1 Mengajukan surat permohonan ijin/tugas 
belajar <=?

surat permohonan ijin/tugas 
belajar

5 menit surat permohonan 
ijin/tugas belajar Setelah 2 tahun 

menjadi PNS

2 Menelaah surat permohonan ijin/tugas belajar r H
------------ 1

surat permohonan ijin/tugas 
belajar

5 menit surat permohonan 
ijin/tugas belajar,

3 Meneruskan disposisi r rb - --- 1
surat permohonan ijin/tugas 
belajar, disposisi

5 menit surat permohonan 
ijin/tugas belajar,

4 Memerintahkan untuk membuat konsep usulan 
ijin belajar c b surat permohonan ijin/tugas 

belajar, disposisi
5 menit surat permohonan 

ijin/tugas belajar,

5 Membuat konsep usulan ijin/tugas belajar

i

surat permohonan ijin/tugas 
belajar, disposisi

10 menit konsep usulan 
Ijin/tugas belajar

6 Memeriksa konsep usulan ijin/tugas sa ra n ___j konsep usulan Ijin/tugas belajar 5 menit konsep usulan 
Ijin/tugas belajar, nota 
dinasx—1 Y S a la h

7 Memparaf konsep usulan ijin belajar enar konsep usulan Ijin/tugas 
belajar, nota din as

5 menit konsep usulan 
Ijin/tugas belajar yang 
sudah diparaf

8 Menandatangani usulan Ijin belajar, 
memrintahkan untuk ditindaklanjuti

f

Benar

S a la h

konsep usulan Ijin/tugas belajar 
yang sudah diparaf

5 menit Usulan Ijin belajar yang 
sudah ditandatangani, 
disposisi

9 Meneruskan disposisi
J ------------ 1 _

Usulan Ijin belajar yang sudah 
ditandatangani, disposisi

5 menit Usulan Ijin belajar yang 
sudah ditanda tangani, 
disposisi^1__ 1 I10 Memerintahkan untuk memberi nomor, stempel 

dan mencatat di surat keluar serta mengiri ke 
BKPSDM o

Usulan Ijin belajar yang sudah 
ditandatangani, disposisi

5 menit Usulan Ijin belajar, 
disposisi

11 Memberi nomor, stempel, mencatat di surat 
keluar serta mengirim usulan ijin/tugas belajar 
ke BKPSDM dan mendokumentasikan

'

c
■

D
Usulan Ijin belajar, disposisi 15 menit Usulan Ijin/tugas 

belajar yang diberi 
nomor, stempel, tercatat 
serta terkirim ke 
BKPSDM dan 
terdokumentasi



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang -  Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri 
Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian / Inpassing;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/lnpassing.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Memahami aturan di bidang pengawasan
3. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 

berintegritas.

4. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat Keluar
2. SOP Penerimaan Surat Masuk
3. SOP Ekspedisi Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. Disposisi atasan/Bupati.

Per Inga ran Pencatatan dan pendataan

1. Keterbatasan jangka waktu pengusulan in pass in g
2. Ketentuan persyaratan yang dapat diusulkan in pa ss in g  

2 Waktu pelaksanaan Ujian Kompetensi.

1. Buku Agenda Surat Keluar/Masuk
2. Nota Dinas



PROSEDUR PENGUSULAN PENGANGKATAN PEGAWAI KE DAL AM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PENYESUAIAN /IN P A S S IN G  

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Kegiatan

Pelaksana M u tu  Baku

KetKasubbag  

A dm in istras i dan  

U m u m

Sekretaris Inspektur B K P S D M Bupati BPKP
P e rsyara tan /

Ke lengkapan

W aktu

(hari) O utput

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

C
J
J
i 9

9 M e n e l i t i  k o n s e p  s u ra t  d a n  b e r k a s  k e le n g k a p a n ,  j ik a  b e n a r  

m e n a n d a t a n g a n l  d a n  d is e r a h k a n  u n t u k  p r o s e s  le b ih  lan ju t, jika  

s a la h  d lk e m b a lik a n  u n t u k  d lp e rb a ik i.

N e t  k o n s e p  b e r k a s  

u s u la n  d a n  s u ra t  

p e n g a n t a r

1 5  m e n it B e r k a s  u s u la n  

d a n  s u ra t  

p e n g a n ta r ,  

D i s p o s i s it i d a k  b e n a r V
1 0 M e n e r u s k a n  D is p o s is i,  M e n g i r im k a n  B e rk a s

* " I

__ 1
b e n a r

B e r k a s  u s u la n  d a n  

s u ra t  p e n g a n t a r ,  

D i s p o s i s i

B e r k a s  U s u la n  

d a n  S u r a t  

P e n g a n t a rJ
11 M e m v e r i f ik a s i  b e r k a s  d a n  m e n y ia p k a n  u j ia n  k o m p e t e n s i  d a n  

m e n y e le n g g a r a k a n  u jian  b a g i p e se r ta ,  j ik a  lu lu s  m e n e r b it k a n  

P e r s e tu ju a n  T e k n is ,  j ik a  t id a k  lu lu s  m e n ja d w a l u la n g  u jian .

d a k  l u l u s J B e r k a s  U s u la n  d a n  

S u r a t  P e n g a n t a r

B e r k a s  U s u la n  

y a n g

te rv e r if ik a s l,

P e s e r t a

U j ia n ,H a s il u jian  

d a n  P e r s e tu ju a n  

T e k n is
l u l u s

12 M e n e r im a  s u ra t  P e r s e tu ju a n  T e k n i s  p e n g a n g k a t a n  p e g a w a i ke 

d a la m  ja b a ta n  f u n g s io n a l  a u d i t o r  m e la lu l in p a s s in g ,  d a n  

m e n y ia p k a n  b e r k a s  u s u la n  p e n e r b it a n  S K  P e n g a n g k a t a n  ke  d a la m  

J F A , k e m u d ia n  m e n y a m p a ik a n  b e r k a s  u s u la n  p e n e r b it a n  S K  

p e n g a n g k a t a n  ke  d a la m  J F A  d i la m p ir i P e r s e tu ju a n  T e k n i s  d a r i  B P K P  

k e p a d a  B K P S D M

'

<

S u r a t  P e r s e tu ju a n  

T e k n is

2  ja m B e r k a s  u s u la n ,  

B u k t l P e n g lr im a n  

B e rk a s

_ J

I S M e m p r o s e s  p e n e r b it a n  S K  P e n g a n g k a t a n  p e g a w a i  ke  d a la m  ja b a ta n  

f u n g s io n a l  a u d ito r ,  j ik a  te la h  s e s u a i  S K  d lte rb itk a n ,  j ik a  t id a k  

d ik e m b a lik a n  k e  K a s u b b a g  U m u m  In s p e k t o ra t  u n t u k  d ip e rb a ik i.
t id a k  b e n a r

I
B e r k a s  u s u la n S K  P e n g a n g k a t a n

p e g a w a i ke 

d a la m  JF A

b e n a r

14 M e n e r b i t k a n  S K  P e n g a n g k a t a n  p e g a w a i k e  d a la m  Ja b a ta n  

F u n g s io n a l A u d ito r .



P/043/800/IX/2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Djawa Tengah;

2. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara;

3. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014;

1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Memahami urusan administrasi kepegawaian

3. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan berintegritas

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengusulan Kebutuhan Pegawai

2. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar

4. SOP Penyusunan Anggaran

1. Komputer

2. Printer

3. Juklak pemrosesan peta kompetensi

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Keterbatasan SDM, Keterbatasan Anggaran, 

Kebijakan Pimpinan Daerah
2. Tidak ada monitoring mengenai jumlah dan 

kompetensi dari APIP



PROSEDUR PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI



Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Inspektur
Kasubbag

Administrasi
Umum

Irban Sekretaris
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu
(hari)

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10□ 9
6 Menerima dan mempelajari draft 

dokumen peta kompetensi
X .  tide k setuju T Draft Peta 

Kompetensi
1 hari Peta

kompetensi

j '  setuju

7 Menerima dokumen peta kompetensi dan 
diserahkan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM)

Peta Kompetensi 1 hari Peta
kompetensi

(— — >



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Memahami pengelolaan barang

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat kabupaten Temanggung

4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung No 17 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian 1. Nota Pembelian

2. TBPU

3. DPA

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Belanja sesuai yang tertulis di DPA dan tidak boleh 1. Pencatatan ATK



PROSEDUR PENGADAAN ATK
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag
Admin Is trasi dan 

Umum

Pengelola Barang 
Milik Negara Bendahara Kelengkapan Waktu Output

1 Meminta pembelian ATK sesuai daftar kebutuhan

C P

DPA 15 menit Daftar kebutuhan 
ATK, permintaan 

uang

2 Menyerahkan uang

r h

Daftar kebutuhan 
ATK, permintaan 

uang

2 menit Uang

i______

3 Memerintahkan untuk belanja ATK

f

uang dan daftar 
kebutuhan ATK

2 menit uang dan daftar 
kebutuhan ATK, 

perintah/ disposisi

1
___

4 Membeli ATK dan menyerahkan nota pembelian 
barang

t uang dan daftar 
kebutuhan ATK, 

perintah/disposisi

30 menit ATK terbeli, nota 
pembelian

5 Memerintahkan untuk menyimpan ATK > ATK, nota 
pembelian

2 menit ATK,disposisi

1
____ 1

8 Menyimpan ATK untuk persediaan 1

c

>

D

ATK, disposisi 10 menit ATK tersimpan



P/045/027/IX/2018

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G  

IN S P E K T O R A T  

K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G

Nomor SOP

Tan gga l Pem buatan 03 Sep tem ber 2018

Tan gga l Revisi

Tan gga l E fek tif

D is a h k a n  o leh

^ ^ '^ U P A T E I '^ ^ ^ N G G U N G

s (inspektqmM
Vs iK TcUK  S U ^ A ^ S O .  M si.

1 002

N a m a  S O P Pengadaan  B aran g  K ebu tu han

D asar H ukum Kualifikasi pe laksana

1. Peratu ran  D aerah  K abupaten  Tem anggu ng 1. M em aham i u rusan  adm in is tras i kepegaw aian

N om or 10 Tahu n  2016  ten tan g 
Pem ben tukan  dan  Susunan  Perangkat 
D aerah  K abupaten  Tem an ggu n g

2. Peratu ran  B u p ati T em an ggu n g  N om or 60 
Tahu n  2016 ten tan g  K edu du kan , Susunan 

dan  T a ta  K e ija  O rgan isas i Perangkat 
D aerah  K abupaten  Tem an ggu n g

3. Peratu ran  B u p ati T em an ggu n g  N om or 24 
Tahu n  2017  ten tan g  Tu gas dan  Fungsi 
in spek tora t K abupaten  T em an ggu n g

4  Peraturan  Pem erin tah  Kabupaten
T em an ggu n g  No 17 Tahu n  2009  ten tan g  
Pengelo laan  B aran g  M ilik  N egara

2. M em aham i u ru san  rum ah  tan gga  kan tor

Keterka itan Perala tan  / perlengkapan

j  S O P  Toko ATK 1. D PA

2. D a ftar be lan ja

Peringatan Pencatatan  dan  pendataan

1. Pengadaan  ATK  u n tu k  d ilaksan akan  sesuai 1. SPJ B aran g
SO P, j ik a  tidak  kebu tu han  m aupun 
persed iaan  ATK  tidak  terpenu h i dengan  
ba ik  seh in gga  m en gh am bat pe layanan  
adm in istras i perkan toran

2. B uku  S tock  O pnam e



PROSEDUR PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualiflkasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

1. Memahami pengelolaan barang
2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung No 17 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Percetakan 1. DPA

2. SOP Pengeluaran Uang/Bon 2. Komputer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Untuk diteliti proses perolehan sesuai dengan berkas yang 
dihimpun atau tidak



PROSEDUR PENGADAAN BAH AN CETAK
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Keglatan

Pelaksana

Kasubag 
Administrasi 
dan Umum

Pengelola 
Barang Millk 

Negara
Percetakan Bendahara

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output
Ket.

Memerintahkan untuk memesan bahan cetak 
sesuai daftar kebutuhan bahan cetak

DPA 15 menit

Memesan bahan cetak ke percetakan

1

Daftar kebutuhan bahan 
cetak, disposisi

15 menit

Daftar 
kebutuhan 
bahan cetak, 
disposisi
Bukti Pesanan 
cetak

Mencetak bahan cetak, dan melaporkan Bukti Pesanan cetak 1 minggu Bahan cetakan 
sudah jadi, 
informasi

Melaporkan baban cetak sudah dicetak

Merintahkan untuk meminta uang pada 
bendahara dan mengambil barang cetakan

informasi 2 menit informasi

informasi 2 menit informasi,
disposisi

Meminta bon uang untuk mengambil barang 
cetakan

informasi, disposisi 2 menit permintaan bon 
uang

Memberikan bon uang permintaan bon uang 5 menit Uang

Mengambil barang cetak Uang, bukti pemesanan 30 menit Barang 
cetakan, Nota 
pembelian/kwit

Memerintahkan untuk menyimpan barang 
cetak

Barang cetakan, Nota 
pembelian/kwitansi

2 menit Barang 
cetakan, Nota 
pembelian/ kwit 
ansi, disposisi

10 Menyimpan bahan cetak untuk persediaan Barang cetakan, Nota 
pembelian/ kwitansi, 
disposisi

10 menit Barang cetakan 
tersimpan



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/047/028.3/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh V

Nama SOP
Pengusulan Penghapusan 
Barang

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1. Memahami pengelolaan barang milik daerah
2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
dan Tata Ketja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Ketja Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Pemerintah Kabupaten
Temanggung No 17 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pendokumentasian 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1- Pengusulan Penghapusan Barang untuk 
dilaksanakan sesuai SOP, jika tidak proses 
proses pembuatan SK penghapusan akan 
terlambat

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN PENGHAPUSAN BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



D a sa r H u ku m K u a lifik a s i p e la k san a

1. P e ra tu ran  D a era h  K a b u p a ten  T em a n g gu n g  

N om or 2 6  T a h u n  2 01 2  ten  ta n g  Pen ge lo laan  

K eu a n ga n  D aerah

1. M em a h a m i u ru sa n  a d m in is tra s i k eu a n ga n  k a n to r

2 . M em ilik i k ew en a n ga n  d a la m  m en ge lo la  k eu a n ga n  

d in as

2 P e ra tu ran  D a era h  K a b u p a ten  T em a n g gu n g  
N om or 10 T a h u n  2 0 1 6  ten ta n g  
P em b en tu k a n  d a n  S u su n a n  Pera n gk a t 

D a era h  K a b u p a ten  T em a n ggu n g

3 . M am p u  m en gop e ra s ik a n  k om p u ter

3  P era tu ran  B u p a ti T em a n g gu n g  N o m o r  60  

T a h u n  2 01 6  ten ta n g  K ed u d u k a n , S u su n a n  
d a n  T a ta  K er ja  O rga n isa s i P era n gk a t D aerah  

K a b u p a ten  T em a n g gu n g

4 P e ra tu ran  B u p a ti T em a n g gu n g  N om or 24  
T a h u n  2017  ten ta n g  T u g a s  d a n  F u n gs i 
In sp ek to ra t K a b u p a ten  T em a n ggu n g

5  P era tu ran  B u p a ti T em a n g gu n g  N o m o r  123 
T a h u n  2017  ten ta n g  P ed om an  P en ge lo la a n  

A n gga ra n  P en d a p a ta n  d a n  B e la n ja  d a erah  

K a b u p a ten  T em a n g gu n g  T a h u n  A n gga ra n  

2018

K eterka itan P era la ta n  / p er len gk a p a n

1. S O P  B P PK A D

2. S O P  P en ge lo la a n  S u ra t K e lu a r

1. K om p u ter

2 . P r in te r

3 . A T K

4. D PA

Perin ga tan P en ca ta ta n  d a n  p en d a ta an

1. P em b u a ta n  S P J  B a ra n g  h aru s  

ba ik  d a n  la n ca r

2. P en g ir im an  S PJ  B a ra n g  ke  D PPK A D  
p a lin g  lam ba t ta n gga l 10

1. S o fw a re  A k u n ta s i

2 . B u k u  B aran g



PROSEDUR PEMBUATAN SPJ BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG  

INSPEKTORAT

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Nomor SOP P/049/028/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

( l

Disahkan oleh 1

\

I^V^ABUPATEN^CTMNGGUNG

gflN SPE O TH y

Msi.

T « ^ 4 # ^ § J ^ T 9 8 9 0 3  1 002

Nam  a SOP Laporan Aset Barang

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

1. Memahami pengelolaan barang milik daerah

2. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung 
No 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP DPPKAD 2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan Aset barang untuk dilaksanakan sesuai 
SOP, apabila tidak akan menghambat 
kelancaran pengelolaan aset barang

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Kartu Inventaris Barang



PROSEDUR LAPORAN ASET BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



n
Nomor SOP P/050/020/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh

f i t ^ /  KABUPATEN^M M GGUNG

(fe(!KSPEKTO

'^ lK l6 f e ( ^ ^ I 9 8 9 0 3  1 002

Nama SOP Pembuatan Laporan Barang

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung 
No 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. SOP Pendistribusian 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan Barang untuk dilaporkan tepat waktu 
setiap bulannya, sebelum tanggal 10

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. KIB



PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
kabupaten Temanggung

5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP BPPKAD
2. SOP Pendokumentasian

1. Memahami urusan administrasi keuangan kantor
2. Memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dinas

3. Mampu mengoperasikan komputer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Validitas jumlah pembayaran yang akan diajukan 
harus sesuai dengan DPA

1. Buku Register SPP-SPM

2. Kesalahan data berakibat terhambatnya pencairan 
dana



PROSEDUR PEMBUATAN SPP SPM GU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Bendahara Pejabat Penatausaha 

Keuangan Pengguna Anggaran Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan draf SPP-SPM

pep
DPA 30 menit Draf SPP

2 Memparaf dan membuat rancangan SPM 1______
k

Benar

Draf SPP 10 menit SPP GU terparaf dan 
draf SPM-GU

Salah

3 Menandatangani SPM-GU,dan memerintahkan 
untuk ditindaklanjuti

Salah

' >

r
SPP GU terparaf 

dan draf SPM-GU
5 menit SPM GU yang 

ditandatangani, 
disposisi

4 Meneruskan disposisi

A
i

SPP-SPM GU 
yang

ditandatangani,
disposisi

5 menit SPP-SPM GU yang 
ditandatangani, 

disposisi1_______
5 Memberi nomor register dan mengirimkan SPP- 

SPM GU ke BPPKAD, serta mendokumentasikan 'c t
SPP-SPM GU 

yang
ditandatangani,

disposisi

30 menit SPP-SPM GU yang 
bernomor, berstempel, 

terdokumentasi dan 
terkirim ke BPPKAD



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 l.Memahami pengelolaan barang milik daerah
tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
dan Tata Keija Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Pemerintah Kabupaten
Temanggung No 17 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1, SOP Pendokumentasian 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Pengusulan Penghapusan Barang untuk 
dilaksanakan sesuai SOP, jika tidak proses 
proses pembuatan SK penghapusan akan 
terlambat

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENGUSULAN PENGHAPUSAN BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



PE M E R IN TA H  K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G  

IN S P E K T O R A T  

K A B U P A T E N  TE M A N G G U N G

N om or S O P P / 0 4 8 / 0 2 0 / IX / 2 0 1 8

T a n gga l P em bu a tan 03  S ep tem b er  2018

T a n gga l R ev is i

T a n gga l E fek tif

Us
D isah k an  o leh  UJ

0-

VV

r X A B U  P A T E >r*w V l A N G G U  N  G

V t r .  C U K S U M j R S O .  M .S i. 

^ V 4 ^ 5 $ d 9 ^ f 9 8 9 0 3  1 002

N am a  S O P

----  f '•**. ------- - ;
P em b u a ta n  S PJ  B a ra n g

D a sa r  H u ku m K u a lifik a s i p e la k san a

1. P e ra tu ran  D a era h  K a b u p a ten  T em a n g gu n g  
N om or 26  T a h u n  2 0 1 2  ten ta n g  Pen ge lo laan  

K eu a n ga n  D a era h

1. M em a h a m i u ru sa n  a d m in is tra s i k eu a n ga n  k a n to r

2 . M em ilik i k ew en a n ga n  d a la m  m e n ge lo la  k eu a n ga n  

d in as

2 P e ra tu ran  D a era h  K a b u p a ten  T em a n g gu n g  

N om or 10 T a h u n  2 01 6  ten ta n g  
P em b en tu k a n  d a n  S u s u n a n  Pera n gk a t 

D a era h  K a b u p a ten  T em a n g gu n g

3 . M a m p u  m en gop e ra s ik a n  k om p u ter

3 P e ra tu ran  B u p a ti T em a n g gu n g  N o m o r  60 

T a h u n  2 01 6  ten ta n g  K ed u d u k a n , S u su n a n  
d a n  T a ta  K e ija  O rga n isa s i P e ra n gk a t D a era h  

K a b u p a ten  T em a n ggu n g

4 P era tu ran  B u p a ti T em a n g gu n g  N o m o r  24 
T a h u n  2017  ten ta n g  T u ga s  d a n  F u n gs i 

In sp ek to ra t K a b u p a ten  T em a n ggu n g

5  P era tu ran  B u p a ti T e m a n g g u n g  N o m o r  123 

T a h u n  2017  ten ta n g  P ed om an  P en ge lo la a n  
A n gga ra n  P en d a p a ta n  d a n  B e la n ja  d a e rah  

K a b u p a ten  T em a n g gu n g  T a h u n  A n gga ra n  

2018

K eterka itan P era la ta n  / p er len gk a p a n

1. S O P  B P PK A D

2. S O P  P en ge lo la a n  S u ra t K e lu a r

1. K o m p u te r

2. P r in te r

3. A T K

4. D PA

Perin ga tan P en ca ta ta n  d a n  p en d a ta an

1. P em b u a ta n  S PJ  B a ra n g  h aru s  

b a ik  d a n  lancar

2 . P en g ir im an  S PJ  B a ra n g  ke  D PPK AD  
pa lin g  la m b a t ta n gga l 10

1. S o fw a re  A k u n ta s i

2 . B u k u  B a ra n g



PROSEDUR PEMBUATAN SPJ BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



P/049/028/IX/2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG  

IN SPEKTORAT  

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

f<<

(|W
Disahkan oleh 11

X
V /
/  KABUPATEN-JEEMANGGUNGr—’ ------ f|L>t \\iNSPEKTOM̂
A N l r .  C U K^aSW ARSO . Msi.

198903 1 002

Nam a SOP Laporan Aset Barang

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

1. Memahami pengelolaan barang milik daerah

2. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung 
No 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

2. SOP DPPKAD

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan Aset barang untuk dilaksanakan sesuai 
SOP, apabila tidak akan menghambat 
kelancaran pengelolaan aset barang

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. Kartu Inventaris Barang



PROSEDUR LAPORAN ASET BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung 
No 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pendokumentasian 2. Printer

3. SOP Pendistribusian 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan Barang untuk dilaporkan tepat waktu 
setiap bulannya, sebelum tanggal 10

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

3. KIB



PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

2
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Ketja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2018

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP BPPKAD
2. SOP Pendokumentasian

1. Memahami urusan administrasi keuangan
2. Memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dinas

3. Mampu mengoperasikan komputer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Validitas jumlah pembayaran yang akan diajukan 
harus sesuai dengan DPA

1. Buku Register SPP-SPM

2. Kesalahan data berakibat terhambatnya pencairan 
dana



PROSEDUR PEMBUATAN SPP SPM GU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Bendahara Pejabat Penatausaha 

Keuangan
Pengguna Anggaran Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan draf SPP-SPM

r0?
DPA 30 menit Draf SPP

2 Memparaf dan membuat rancangan SPM 1 :

Benar

Draf SPP 10 menit SPP GU terparaf dan 
draf SPM-GU

S a la h
> i

3 Menandatangani SPM-GU,dan memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti

Salah

'

- <
’

SPP GU terparaf 
dan draf SPM-GU

5 menit SPM GU yang 
ditandatangani, 

disposisi

4 Meneruskan disposisi

1----- r h

Benar SPP-SPM GU 
yang

ditandatangani,
disposisi

5 menit SPP-SPM GU yang 
ditandatangani, 

disposisi

5 Memberi nomor register dan mengirimkan SPP-SPM GU 
ke BPPKAD, serta mendokumentasikan

rn
SPP-SPM GU 

yang
ditandatangani,

disposisi

30 menit SPP-SPM GU yang 
bemomor, berstempel, 

terdokumentasi dan 
terkirim ke BPPKAD



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3 Peraturan Bupati Temanggung Nom or 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata  Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
T  emanggung

4 Peraturan Bupati Temanggung Nom or 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
kabupaten Temanggung

5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP BPPKAD
2. SOP Pendokumentasian

1. Memahami urusan administrasi keuangan kantor
2. Mem iliki kewenangan dal am mengelola keuangan dinas

3. Mampu mengoperasikan komputer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Validitas jum lah pembayaran yang akan diajukan 
harus sesuai dengan DPA

1. Buku Register SPP-SPM

2. Kesalahan data berakibat terhambatnya pencairan 
dana



PROSBDUR PEMBUATAN SPP SPM TU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. K eg ia ta n

Pe laksan a M utu Baku

K e t.

B en dahara
P e ja b a t P en atau sah a  

K eu an gan
P en ggu n a  A n ggaran K e len gk a p a n W aktu O u tpu t

1 Mengajukan draf SPP-SPM pep DPA 30 menit Draf SPP

2 Memparaf dan membuat rancangan SPM 1________

_____________ ^
Benar

Draf SPP 10 menit SPP TU terparaf dan 
draf SPM-TU

SaBh
.

3 Menandatangani SPM-TU,dan memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti

Salah

' •

r

SPP TU terparaf 
dan draf SPM-TU

5 menit SPM TU yang 
ditandatangani, 

disposisi

4 Meneruskan disposisi r-—nh
SPP-SPM TU 

yang
ditandatangani,

disposisi

5 menit SPP-SPM TU yang 
ditandatangani, 

disposisi

5 Memberi nomor register dan mengirimkan SPP-SPM TU 
ke BPPKAD, serta mendokumentasikan

>

SPP-SPM TU 
yang

ditandatangani,
disposisi

30 menit SPP-SPM TU yang 
bemomor, berstempel, 

terdokumentasi dan 
terkirim ke BPPKAD



P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G  

IN S P E K T O R A T  

K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G

N om or SO P P / 0 5 4 / 9 1 4 / IX / 2 0 18

Tan gga l Pem buatan 03 Sep tem ber 2018

Tan gga l Revisi

Tan gga l E fek tif

ifD is a h k a n  o leh

l/ADI ID A N flT !! INP,NSPEKTORAjJtl̂
■/

C lr T c U lc S u C j fo R S O .  M .S i 

198903 1 002

N a m a  S O P Pem bu atan  SPJ Kas

D asar H ukum K u alifikas i pe lak san a

1. Peraturan  D aerah  K abupaten  Tem an ggu n g 
N om or 26 T ah u n  2012  ten tan g 
Pengelo laan  K euangan  D aerah

2 Peraturan  D aerah  K abu paten  Tem anggu ng 
N om or 10 T ah u n  2016  ten tan g 
Pem ben tu kan  d an  Su su nan  Perangkat 

D aerah K abupaten  T em an ggu n g

1. M em aham i u rusan  adm in is tras i keuangan  kan tor

2. M em ilik i kew enangan  da lam  m en ge lo la  keuangan  

d in as

3. M am pu  m engoperasikan  kom p u ter

3 Peraturan  B upati T em an ggu n g N om or 60 
Tahu n  2016  ten tan g  K edudukan , 
Susunan  dan  T a ta  K e ija  O rgan isas i 
Perangkat D aerah  Kabupaten  
Tem anggu ng

4 Peraturan  B u p ati T em an ggu n g  N om or 24 
Tahu n  2017  ten tan g  T u gas  dan  Fungsi 
Inspektorat kabu paten  T em an ggu n g

5 Peraturan  B upati T em an ggu n g  N om or 123 
Tahu n  2017 ten tan g  Pedom an  Pengelolaan  
A nggaran  Pendapatan  dan  B e lan ja  daerah  
K abupaten  T em an ggu n g  Tahu n  Anggaran  

2018

Keterkaitan Pera la tan  / perlengkapan

1. SO P  D PPKAD

2. SO P  Pengelo laan  S u rat K e luar

1. K om pu ter

2. Prin ter

3. ATK

4. DPA

Peringatan Pencatatan  dan  pendataan

1. Pem buatan  SPJ Kas harus d ilaksanakan  
sesu a i SO P  aga r terlak san a  dengan  ba ik  
dan  lancar

1. So fw are A ku ntasi

2 . Buku R ekap itu lasi SPJ

2. Pengirim an  SPJ Kas k e  D PPK AD  pa lin g  
lam bat tangga l 10



PROSEDUR PEMBUATAN SPJ KAS
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegia tan

Pelaksana Mutu Baku

K et.Pem buat
Dokum en

P P T K Bendahara PPK
P en cata t

Pem bukuan
Inspektu

r
K e le n g ­
kapan

W aktu Output

1 Mengetik kwitansi dinas sesuai kwitansi belanja 
dan menyiapkan kelengkapan kwitansi kemudian 
menyerahkan untuk dikoreksi V

----------- 1

Kwitansi
belanja,
blangko
kwitansi

60 menit Kwitansi dinas yang 
sudah diisi

2 Mengoreksi Kwitansi Dinas dan Kelengkapannya 
dan Menandatangani kemudian diserahkan 
untuk dikoreksi

Kwitansi 
dinas yang 
sudah diisi

60 menit Catatan Kwitansi 
dinas belanja□ _____t3 Mengoreksi Kwitansi Dinas dan kelengkapannya , 

Menandatangani kwitansi dan menyerahkan 
untuk di koreksi dan verifikasi

Saiah Ben;
Catatan 
Kwitansi 
dinas belanja

30 menit kwitansi dinas yang 
tertandatangani

l

4 Mengoreksi , memverifikasi dan menyerahkan 
untuk di input di aplikasi Sistim Akuntansi 
Akrual

saiah
1 kwitansi 

dinas yang 
tertandatanga 
ni

20 menit kwitansi dinas yang 
tertandatangani

5 Menata laporan SPJ Kas dengan kwitansi beserta 
lampirannya sesuai kode rekening dan kegiatan, 
Menginput kwitansi SPJ , mencetak draf laporan 
SPJ Kas dan menyerahkan untuk dikoreksi

> f
Kwitansi
dinas

60 menit Kumpulan Kwitansi 
dinas sesuai tanggal

ben ar H
/

6 Mengoreksi .Menandatangani laporan SPJ Kas 
dan disediakan untuk ditandatangani < 1

• SSah
Kumpulan
Kwitansi
dinas

120 menit Draf Laporan SPJ Kas

7 Menandatangani laporan SPJ Kas dan 
menyerahkan laporan SPJ Kas r Benar

Draf Laporan 
SPJ Kas

30 menit Laporan SPJ Kas 
yang tertandatngani

I
8 Mendokumentasikan SPJ dan mengirim 

rekapitulasi SPJ kas ke BPPKAD
Laporan SPJ 
Kas yang 
tertandatnga 
ni------------------

70 menit Laporan SPJ Kas 
yang tertandatngani



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar Hukum_________________________________________________
1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Nomor SOP P/055/700/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh s Y  KABUPATENT

m jR

MWGGUNG

$1
iluM i n s p e c t ^ rHlSO M.SiV \  NIP. 195909 'l98jjf6 1 002

Nama SOP
Provihsf

ni&iksaan BPK 
an Inspektorat

Kualifikasi pelaksana_____________________________
1. Memahami isi dari laporan hasil pemeriksaan

2. Memahami isi dari temuan hasil pemeriksaan

3. Memahami tindak lanjut dari temuan hasil 
pemeriksaan

5 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

7 UU No 15 tahun 2006 membentuk Undang-Undang 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan

8 UU No 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, 
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Temanggung.

10. Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

11. Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah

12. Perbub Temanggung No 64 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja 
Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP PKPT
2. SOP Pembuatan Surat Tugas

1. Komputer
2. Printer
3. Daftar Pembagian wilayah obyek Pemeriksaan
4. Peta Pengawasan
5. Usulan Program Kerja Pengawasan

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Kekurangan berkas berakibat pada terhambatnya 
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR TINDAK LAN JUT PEMERIKSAAN BPK, BPKP, IRJEN dan INSPEKTORAT PROVINSI



10

11

12

13

Menerima Koreksi Intern yang telah ditandatangani

Mendistribusikan ke Instansi/SKPD yang 
direkomendasikan

melakukan desk/pertemuan tindak lanjut dengan 
SKPD, jangka waktu tindak lanjut maksimal 60 hari 
sejak LHP terbit

Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
Instansi/SKPD belum menindak lanjuti, Kasubbag 
Evaluasi dan Pelaporan mengajukan Surat Tugas 
berdasarkan LHP/Pokok-pokok hasil pemeriksaan 
sesuai dengan Data Base hasil Pemeriksaan yang 
belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lary'ut 
berisi Susunan Tim, nama obyek Hasil pemeriksaan 
dan alokasi waktu. Susunan Tim pemeriksa terdiri 
dari: Penanggung jawab, Pembantu Penanggung 
Jawab, Ketua Tim dan Anggota , lewat Sekretaris 
untuk diteruskan kepada Inspektur

meneliti konsep Surat Tugas yang diajukan,

Meneliti Surat Tugas,

Mendistribusikan

Pembantu Penanggung Jawab bersamaTim sebelum 
melaksanakan tindak lanjut membahas temuan hasil 
pemeriksaan dan apabila kesulitan memahami temuan 
rekomendasi dipandang perlu dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan Auditor .

b e n a r

koreksi intern

koreksi intern

koreksi intern

Berkas

draft surat tugas

draft surat tugas

surat tugas

surat tugas

15 Menit

1 hari

60 hari

1 hari

30 menit

15 menit

15 menit

1 hari

koreksi
intern
koreksi
intern

Berkas

draft surat 
tugas

draft surat 
tugas.
surat tugas

surat tugas

Berkas



n
14 Pembantu Penanggung Jawab bersama Tim 

mengadakan pertemuan dengan Kepala 
Instansi/SKPD, untuk menyampaikan maksud dan 
tujuan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta 
menyampaikan surat tugas dilampiri dengan pokok- 
pokok hasil pemeriksaan.

Berkas

3 hari Berkas

1__________ 1

15 Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan '

1

1

\ Berkas
2 jam Laporan

16 Menyusun pokok hasil tindaklanjut rekomendasi 
pemeriksaan

*

1 J, 1
Berkas

2 Jam Laporan

17 Membuat PHP dan Dokumen hasil tindak lanjut

Berkas 2 jam Laporan

18 Membuat laporan hasil monitoring Tindak Lanjut 
untuk dilaksanakan entri data.

Berkas 2 jam Laporan

19 Mempersiapkan hasil monitoring tindak lanjut yang 
dilengkapi dengan data dukung dalam rangka 
pelaksanaan pembahasan di BPK-RI dan APIP Lainnya

i

V Laporan 1 hari Laporan

20

Menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut 
kepada Bupati/pihak yang membutuhkan C D Laporan 1 hari Laporan



PEM ER 1N TAH  K A B U P A T E N  TE M AN G G U N G  

IN S P E K T O R A T  

K A B U P A T E N  TE M AN G G U N G

Nomor SOP P/056/052/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/ /

( i
D isah kan  o le h  f; tjj

l a .

v

\

Y ' k a b u p a t ’e^ ^ ia n g g u n g

________
\  Ir. CUK SWgM r SO. M.Si. 
^ ^ '2  W R J& 2 $ Q & p /l9 8 9 03 1 002

N aina  SO P
Dokumen hasil 

Pelaksanaan Renja

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 
Pembangunan Nasional

1 Mengetahui tugas pokok dan fungsinya
2 memiliki kemampuan memahami administrasi pemerintahan

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

3 memahami tentang perencanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer

5 Memiliki kewenangan dalam
menyusun/mereview/mengevaluasi dokumen

4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Keija Pemerintah Daerah

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

6 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1 SOP Rapat
2 SOP Penyusunan Dokumen
3 SOP Evaluasi Dokumen

1 Komputer
2 Printer
3 ATK

4 Dokumen RKA
5 Standar Biaya
6 Dokumen RKPD

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilakukan, konsekwensi waktu 
penyelesaian Evaluasi RKA

1. Penyusunan review standar biaya harus
diarsipkan/didokumentasikan dengan baik dan benar



S O P  E V A L U A S I D O K U M E N  H A S IL  P E L A K S A N A A N  R E N J A  

IN S P E K T O R A T  K A B U P A T E N  T E M A N G G U N G

No. Identifikasi Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Inspektur Sekretaris Kasubbag Kasubbag

Perencanaan
Kelengkapan Waktu Output

1 Mendisposisi surat usulan evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan Renja ?

Usulan evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan Renja

5 menit Disposisi. Usulan 
evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan 
Renja

2 Meneruskan disposisi

F 1

Disposisi. Usulan evaluasi 
dokumen hasil pelaksanaan 
Renja

5 menit Disposisi. Usulan 
evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan 
Renja

3 Mengumpulkan bahan evaluasi dokumen hasil 
pelaksanaan Renja dari masing-masing pptk

Disposisi. Usulan evaluasi 
dokumen hasil pelaksanaan 
Renja

2 jam Bahan evaluasi 
dokumen tersedia

4 Melaksanakan rapat pembahasan evaluasi 
dokumen hasil pelaksanaan Renja 1 Bahan evaluasi dokumen 

tersedia
3 jam Daftar evaluasi 

dokumen hasil 
pelaksanaan Renja 
yang disetujui untuk 
dievaluasi

1 h

5 Menyusun draf daftar evaluasi dokumen hasil 
pelaksanaan Renja sesuai hasil rapat

I- 1
'□

Daftar evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan Renja 
yang disetujui untuk 
dievaluasi

1 jam draf daftar evaluasi 
dokumen

termasuk
kelengkapa
nnya

1— i

6 Memparaf draf daftar evaluasi dokumen hasil 
pelaksanaan Renja dan kelengkapannya <s Tidak

draf daftar evaluasi 
dokumen

30 menit Draft daftar evaluasi 
dokumen yang terparaf

7 Menandatangani daftar evaluasi dokumen 
hasil pelaksanaan Renja

d >
L Draft daftar evaluasi 

dokumen yang terparaf
15 menit Daftar evaluasi 

dokumen hasil 
pelaksanaan Renja 
tertanrlatangani----------



PEM ERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG  

INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Nomor SOP P/057/ 139.02/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/ f \

j f o
yM CABU PA^Kk^iM ANG G UNG

Disahkan oleh'.j ^ INSPEKTORSpL
^ -^ I^ T c U IG ^ W II^ lRSO, M.Si. 

^ ^ 1 P N I 9 ^ ^ 3  198903 1 002

Nam  a SOP
Penyusunan Bah an LKPJ dan 

LPPD

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah , Kepala Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami urusan perencanaan kegiatan

2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
dan Tata Keija  Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. SOP Pelaksanaan Rapat
3. SOP Pendokumentasian

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Penyusunan Bah an LKPJ dan LPPD harus 
sesuai SOP agar didapat Data yang valid

2. Isi Laporan harus akuntabel

1. Buku Agenda Surat
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN BAHAN LKPJ DAN LPPD
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Inspektur Sekretaris

kasubbag
Perencanaan

Pengadml
nlstraal
Umuxn

Pejabat 
Eselon III 

dan IV
Kelengkapan Waktu Output

1 Mendisposisi surat dan memerintahkan untuk Menyusun 
bahan LKPJ dan LPPD <=P Surat Masuk 10  menit Disposisi

2 Meneruskan diaposiai rS- ------------1 Disposisi 5 menit Disposisi

3 Memerintahkan untuk menggandakan surat permintaan dan 
mendistribusikan ke aeluruh bagian C=> Disposisi 5 menit Disposisi

4 Menggandakan dan mendistribusikan
C D -

Disposisi 20 menit Disposisi surat yang 
sudah digandakan

5 Memenuhi dokumen dan mengumpulkan bahan pendukung 
penyusunan bahan LKPJ dan LPPD

Disposisi surat yang 
sudah digandakan

1 Han Dokumen pendukung 
penyusunan bahan LKPJ 
dan LPPD1 — 1______ 1

6 Menyusun Bahan LKPJ & LPPD s

I
8tl4U

T -

Dokumen pendukung 
penyusunan bahan 
LKPJ dan LPPD

120 Menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD

rapat dihadiri para 
pejabat eselon

7 Memeriksa Bahan LKPJ St LPPD

»

_J s Dokumen Bahan 
LKPJ dan LPPD

120  menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD

8 Memeriksa dan menandatangani Bahan LKPJ St 
LPPD.kemudian memerintahkan untuk ditindaklanjuti

S
f

?
ik»
sai M

Dokumen Bahan 
LKPJ dan LPPD

60 menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD yang sudah 
ditandatangani, Disposisi

9 Meneruskan disposisi Dokumen Bahan 
LKPJ dan LPPD yang 
sudah
ditandatangani, 
Disposisi

5 menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD yang sudah 
ditandatangani, Disposisi

o0ui)U

10 Memerintahkan untuk mendokumentasikan dan 
mendistribusikan Bahan LKPJ & LPPD

Dokumen Bahan 
LKPJ dan LPPD yang 
sudah
ditandatangani,
Disposisi

5 menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD yang sudah 
ditandatangani, Disposisi

11 Mendokumentasikan dan mendistribusikan Bahan LKPJ & 
LPPD

\

c
f
— •

Dokumen Bahan 
LKPJ dan LPPD yang 
sudah
ditandatangani,
Disposisi

20 menit Dokumen Bahan LKPJ 
dan LPPD yang sudah 
ditandatangani, Disposisi



DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23)

1 Memahami alur perencanaan 

2. Menguasai aplikasi komputer

2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 2018;

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1 SOP Surat Pengelolaan Surat 1 Komputer

2 SOP Surat Pendokumentasian 2 Printer

3 SOP Pendistribusian Surat 3 ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1 Harga satuan belanja harus sesuai dengan standar 
biaya yang berlaku di Kabupaten Temanggung

2 Jumlah Anggaran menyesuaikan RKA yang sudah 
disetujui

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Agenda Surat Keluar
2. Sistem Aplikasi
3. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN DPA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana

Sekretaris
Kasubbag

Perencanaan

Pejabat
Fungsional

Umum
PPTK Inspektur

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output
Keterangan

Menerima dispo3isi dan mendisposisi surat 
tentang pembuatan DPA berdasarkan 
Penjabaran APBD dan RKA yang sudah 
dibuat

Menerima disposisi surat tentang pembuatan 
DPA berdasarkan Penjabaran APBD dan RKA 
yang sudah dibuat dan memerintahkan 
untuk Menggandakan surat dan 
mengedarkannya

Surat masuk, 
Penjabaran APBD

3 Menit disposisi surat 
Masuk

1

Menggandakan/fotocopy dan 
mendistribusikan surat/ PPAS

Disposisi Surat masuk, 
Penjabaran APBD, RKA, 
PPAS

3 Menit disposisi surat 
Masuk

SOP Surat 
Masuk

SOP 
Penggandaan

Menyusun dan menyerahkan konsep DPA

Disposisi Surat masuk, 
Penjabaran APBD, RKA, 
PPAS

120 Menit Surat masuk, 
Penjabaran 

APBD

SOP 
Pendistribusia 

n

Penjabaran APBD, 
Pedoman Penyusunan 
APBD,RKA, Standar 
Biaya

1 Hari draf DPA

Menerima dan meneliti draf DPA dan 
memerintahkan untuk input ke dalam 
program

draf DPA, PPAS, 
Pedoman Penyusunan 
APBD, Standar Biaya

60 menit draf DPA

Menginput ke dalam aplikasi DPA , 
Mencetak dan Menyerahkan hasil DPA 
(Sofcopy dan hard copy draf DPA )

Memeriksa kembali dan meneliti

Menerima dan meneliti DPA

Menerima, mempelajari, memeriksa,
Meneliti draf DPA dan Menandatangani DPA

Menerima dokumen dan memerintahkan 
untuk menggandakan memberikan nomor 
dan cap pada DPA, mengirimkan ke BPPKAD 
untuk verifikasi Tim TAPD

10 Menerima menggandakan memberikan 
nomor dan cap pada DPA, mengirimkan ke 
BPPKAD untuk verifikasi Tim TAPD

60 menit SOP Surat 
Keluar



PEMERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG  

INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Nomor SOP P/059/051.2/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
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Nama SOP Penyusunan LKJiP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 
Akuntabilitas K ineija Instansi Pemerintah

3 Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kineija, 
Pelaporan Kineija Dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kineija Instansi Pemerintah

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis PK 
dan Pelaporan Kineija Instansi Pemerintah

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
dan Tata Keija Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami urusan perencanaan kegiatan

Keterkaitan Per alatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. SOP Pelaksanaan Rapat 2. Printer

3. SOP Pendokumentasian 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Penyusunan LAK1P harus sesuai SOP agar 1. Buku Agenda Surat Keluar
didapat Data yang valid 2. Buku Ekspedisi

2. Isi Laporan harus akuntabel



PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/060/051/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
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Nama SOP
Ppiym w raa^Tapnran
Perkembangan Kegiatan (RFK)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian
2. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Keija Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi inspektorat 
Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. SOP Pendokvunentasian
3. SOP Pendistribusian Surat

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. SPJ

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Data Laporan RFK harus sinkron dengan SPJ

2. Semua tembusan laporan harus dikirim

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN (RFK)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubag.
Perencanaan

Pengad m inistrasi 
Umum PPTK Sekretaris Inspektur Kelengka

pan
Waktu Output

1 Memerintahkan untuk menyiapkan data 
perkembangan pelaksanaan kegiatan

Surat
permintaa

n

5 menit Surat
permintaan,

Disposisi

2 Memerintahkan untuk menghimpun data dan 
menginputnya

1 — rh
Surat

permintaa
n,

Disposisi

5 menit Disposisi

3 Menghimpun data, dan menginput dalam aplikasi 
online lalu mencetak h-A,

Disposisi 30 menit Konsep laporan

4 Memeriksa Konsep laporan
_

Salah

Benar

Konsep
laporan

15 menit Konsep laporan 
terkoreksi

5 Memparaf konsep laporan
Salah

Konsep
laporan

terkoreksi

5 menit Konsep laporan 
terparaf

V Benar

6 Memparaf konsep laporan Salah A ,
Konsep
laporan
terparaf

5 menit Konsep laporan 
terparaf 

kasubbag dan 
sekretarisVBenar

I Oak
jetuju

7 Menandatangani laporan, kemudian 
memerintahkan untuk ditindaklanjuti 1__

|-------

Konsep
laporan
terparaf

kasubbag

5 menit Laporan RFK 
tertandatangan 

i, disposisi

8 Meneruskan disposisi Laporan
RFK

tertandata
ngani

5 menit Laporan RFK 
tertandatangan 

i, disposisi

9 Memerintahkan untuk mendokumentasikan dan 
mengirim C i— ---1 Laporan

RFK
*-------1-*-

5 menit Laporan RFK 
tertandatangan

: -i:-----
10 Mendokumentasikan dan mengirimkan Laporan 

RFK ke Bagian Pembangunan, Bappeda, 
Inspektorat dan DPPKAD D Laporan

RFK
tertandata

10 menit Laporan RFK 
teragenda dan 

terkirim



Nomor SOP P/061/060/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

% WjMg] Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG

INSPEKTORAT f a /  KABUPATOf'dxMANGGUNG

KABUPATEN TEM ANGGUNG 1 ̂
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Nama SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 
K ineija Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kineija, Pelaporan Kineija 
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah

1. Memahami urusan administrasi kepegawaian

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami urusan perencanaan kegiatan

4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan 
Tata Keija Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

5. Peraturan Bupati temanggung Nomor 22 Tahun 
2016 Tentang Petunjuk Teknis PK dan 
Pelaporan Kineija Instansi Pemerintah

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. SOP Pelaksanaan Rapat

1. Komputer
2. Printer

3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Penyusunan Penetapan Kineija harus sesuai 
SOP agar didapat data yang valid

2. Batas waktu penyusunan harap dipatuhi

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Pelaksana

Kasubag. Perenc 
anaan

Pejabat 
Eselon III 

dan IV
Sekretaris Inspektu

r
Pejabat 

Exelon III

Pengadm
inistrasi
Umum

Mutu Baku

Kelengkapa
n Waktu Output

Ket.

Mencetak form PK dan meminta tiap 
kasubbag untuk menyusun draf rancangan 
penetapan

informasi 30 menit Form PK

T
£

Menyusun draf rancangan Penetapan 
Kinerja

Data, Form 
PK

60 menit Draf rancangan PK

Menghimpun draf rancangan,kemudian 
membuat rancangan draf Penetapan Kinerja C=J

Draf
rancangan

PK

60 menit Rekap Draft 
rancangan 

PK,membuat draf

Mengajukan draf rancangan Penetapan 
Kinerja

draf
rancangan

PK

10 menit Draft PK, nota 
dinas

Memerintahkan untuk mengadakan rapat 
pembahasan

£
Draft PK, 

nota dinas
10 menit Draft PK, Disposisi

Mengumpulkan seluruh pejabat eselon dan 
melaporkan kesiapan rapat

Disposisi 10 menit Kesiapan rapat

£Memimpin rapat, kemudian memerintahkan 
untuk menyusun draf PK sesuai hasil rapat

Draft PK, 
Kesiapan 

rapat

60 menit Draft PK hasil 
rapat

Menyusun draf Penetapan Kinerja Draft PK 
hasil rapat

120 menit Draft PK



c 3
k Salah

?
9 Memeriksa draf Penetapan Kinerja Draft PK 30 menit Draft PK terkoreksi

T10 Mengajukan draf Penetapan Kinerja
Benar

Draft PK 
terkoreksi

10 menit Draft PK, nota 
dinas

I Z

r11 Memparaf draf Penetapan Kinerja f Tidak
Seti<u JC

uju

Draft PK, 
nota dinas

10 menit Draft PK terparaf

\
i .

S !

12 Menandatangani Penetapan Kinerja, 
kemudian memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti

Tidak
Setuju

_ r
1

t

r

Draft PK 
terparaf

10 menit PK
tertandatangani,

disposisi

13 Meneruskan disposisi

r -

UJU PK
tertandatan

gani,

5 menit PK .terusan 
disposisi

1____

14 Memerintahkan untuk mendokumentasikan 
dan mendistribusikan Penetapan Kinerja - I

PK ,terusan 
disposisi

5 menit PK , disposisi

1___ j
1

15 Mendokumentasikan dan mendistribusikan 
Penetapan Kinerja

i

PK ,
disposisi

20 menit PK terkirim dan 
terdokumentasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP : P/062/050.24/IX/2018

Tanggal Pembuatan : 3 September 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :
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Nama SOP : Prosedur Penyusunan RENJA

DASAR HUKUM: KUALIFIKAS1 PELAKSANAAN:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional

1 Memahami urusan perencanaan

2 Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
13 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah

3 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

5 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah

6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1 SOP Pengelolaan Surat 1 Komputer

2 SOP Pelaksanaan rapat 2 Printer

3 SOP Pendokumentasian 3 ATK

4 SOP Pendistribusian

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1 Menggunakan tata naskah sesuai petunjuk teknis 
penyusunan Renja

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



P/063/050.1 l/IX/2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Memahami urusan perencanaan kegiatan
2. Mampu mengoperasikan komputer

2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Temanggung

4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 
Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi 
Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. SOP Pelaksanaan Rapat

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Menggunakan tata naskah sesuai petunjuk 
teknis penyusunan Renstra

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



DASAR HUKUM: KUAL1F1KASI PELAKSANAAN:

1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23)

1. Memahami urusan perencanaan
2. Menguasai aplikasi komputer

2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten 
Temanggung

5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 
2018;

KETERKA1TAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1 SOP Pengelolaan Surat

2 SOP Distribusi

3 SOP Pendokumentasian

1 Komputer

2 Printer

3 ATK

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Jumlah Anggaran tidak melebihi PPAS 1. Buku Agenda Surat Keluar dan Surat Keluar

2. Buku Ekspidisi
3. Sistem Aplikasi



PROSEDUR  PENYUSUNAN RKA

INSPEKTORAT KABUPATEN TEM ANGGUNG

No.

10

11

12

13

Kegiatan

Memerintahkan pengadminitrasi umum untuk 
menggandakan surat dan mengedarkannya ke 
bidang dan UPTD

Mengggandakan surat dan mengedarkannya

Menyusun draf RKA berdasarkan PPAS

Memparaf draf RKA

Menyerahkan draf RKA berupa softcopy dan 
hardcopy

Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk 
merekap draf RKA dari semua Pejabat Eselon IV dan 
mencetak Rekapitulasi Belanja Langsung 

Merekap dan menginput draf RKA dan mencetaknya

Meneliti draf RKA

Memparaf draf RKA

Menandatangani RKA, kemudian memerintahkan 
untuk ditindaklanjuti

Meneruskan disposisi

Memerintahkan pengadministrasi Umum untuk 
mendokumentasikan dan mendistribusikan

Mendokumentasikan dan mendistribusikan RKA.

Mutu Baku

Kelengkapan

Surat masuk, 
PPAS

Surat masuk, 
disposisi

PPAS, Pedoman 
Penyusunan 
draf RKA

draf RKA terparaf

draf RKA terparaf, 
nota dinas

draf RKA,

draf RKA terinput, 
tercetak

draf RKA
terkoreksi, nota 
dinas

draf RKA terparaf, 
nota dinas

RKA
tertandatangani,
disposisi
RKA
tertandatangani,
disposisi
RKA
tertandatangani,
disposisi

Waktu

30 menit

20 menit

180 
menit 
30 menit

10 menit 

10 menit

60 menit 

30 menit

10 menit

10 menit

5 menit

10 menit

10 menit

Output

Surat masuk, 
disposisi

surat
terdistribusi 

draf RKA

draf 
terparaf

draf 
terparaf,

RKA

RKA
nota

draf RKA,
disposisi

draf 
terinput,

RKA

draf RKA
terkoreksi, nota 
dinas

draf RKA
terparaf, nota 
dinas

RKA
tertandatangani,
disposisi

RKA
tertandatangani,
disposisi
RKA
tertandatangani,
disposisi
RKA
terdokumentasi 
dan terkirim ke 
BPPKAD

Keterangan
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PROSEDUR PENYUSUNAN BAHAN STANDAR BIAYA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Seiuju 9
13 Meneruskan disposisi usulan bahan 

standar biaya 
tertandatangani,

5 menit usulan bahan 
standar biaya 

tertandatangani,1__1
14 Memerintahkan untuk mendokuraentasikan dan 

mengirim aurat L_'

_ _ h - 1
usulan bahan 
standar biaya 

tertandatangani, 
disposisi lanjutan

5 menit usulan bahan 
standar biaya, 

Disposisi

15 Mendokumentasikan dan mengirimkan Bah an 
Standar Biava ke Bagian Ortala CD usulan bahan 

standar biaya, 
Disposisi

10 menit Surat teragenda, 
dan terkirim



H I

Nomor SOP P/066/700/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif >

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh

X *

/ KABUPATENlEWftNGGUNG

\  NIP. 19590^1^^8903 1 002

----------------------- \
Kama SOP

^ 5^

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4 UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Petnerintah Daerah;

5 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

1. memahami urusan kegiatan pengawasan

2. memahami tupoksi organisasi

6 PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7 PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija 
Instansi Pemerintah;

8 PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung;

10 Permendagri No 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara 
Musrenbang;

12 Permendagri No 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan;

13 Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi;

14 Instruksi Presiden No 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas 
Akuntabilitas Keuangan Negara;

15 Instruksi Presiden No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus/Tertentu
2. SOP Pemeriksaan Reguler

3. SOP Surat Keluar

4. SOP Penerbitan Surat Perintah

1. Komputer
2. Printer
3 Daftar Pembagian wilayah obyek Pemeriksaan

4. Peta Pengawasan
5. Usulan Program Kerja Pengawasan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PENYUSUNAN PKPT
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Kegiatan

Mutu Baku

Ket.
Inspektur Sekretaris Subbag

perencanaan Tk. Provinsi Bagian
Hukum Bupati

Subbag 
adm & 
uxnuzn

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima permintaan Inspektorat Provinsi 
untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan 
Tahunan, kemudian Mendisposisi 
memerintahkan untuk menyusun Usulan 
Progam Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) 
APIP

( )

surat masuk 15 Menit disposisi

2 Menerima disposisi dari Inspektur dan 
meneruskan disposisi 1____ _ h

disposisi 1 jam berkas

4 Merencanakan Usulan Progam Kerja 
Pengawasan Tahunan (UPKPT| APIP 
berdasarkan usulan dari jajaran Inspektorat, 
dan menyediakan draf UPKPT APIP ke 
Sekretaris untuk dilakukan pembahasan

berkas 3 hari konsep
draft
UPKPT

6 Memeriksa Draft UPKPT jika sudah benar 
diteruskan, jika salah dikembalikan untuk 
dilakukan koreksi

benar said konsep draft 
UPKPT

1 jam draft
UPKPT

, ,
7 Menandatangani Draft UPKPT, jika salah 

dikembalikan kemudian memerintahkan 
dilakukan sinkronisasi dengan Inspektorat 
Provinsi terkait dengan Penyusunan draff 
UPKPT APIP 1r

| salah draft UPKPT 30 menit draft
UPKPT

1
8 Melakukan sinkronisasi dengan Inspektorat 

Provinsi dalam Penyusunan draff UPKPT APIP benar P draft UPKPT 2 hari draft
UPKPT

— i—
9 Pembahasan/Sinkronisasi UPKPT APIP dengan 

Inspektorat Provinsi
1— p

draft UPKPT 1 hari draft PKPT

6



No. Keglatan Inspektur Sekretaris Subbag
perencanaan Tk. Provinsi Bagian

Hukum Bupati
Subbag 
adm &

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output Ket.

£10 Membuat Draft PKPT hasil sinkronisasi dengan 
Inspektorat Provinsi, beserta nota dinas 
pengusulan Konsep Keputusan Bupati, 
kemudian menyediakan untuk dikoreksi

draft PKPT 2 jam draft PKPT

11 mengoreksi Net Konsep Keputusan Bupati 
tentang PKPT APIP , jika benar maka diparaf 
dan disediakan untuk ditandatangani, jika salah 
dikembalikan

o draft PKPT 2 hari draft SK 
Bupati

12 Menandatangani Nota Dinas pengajuan Net 
Konsep Keputusan Bupati tentang PKPT APIP 
jika benar diteruskan , jika salah dikembalikan < t

sash draft SK 
Bupati

1 jam draft SK 
Bupati

13 Menerima Net Konsep Keputusan Bupati 
tentang PKPT APIP dan Mengajukan SK Bupati 
tentang PKPT untuk ditandatangani

14 mengoreksi Net Konsep Keputusan Bupati 
tentang PKPT APIP , jika Setuju maka 
ditandatangani, jika tidak setuju dikembalikan 
kemudian mendisposisi untuk diteruskan

IdSeluju

draft SK 
Bupati

1 hari draft SK 
Bupati

£
Setugu

draft SK 
Bupati

2 hari SK Bupati

15 Meneruskan disposisi

s
SK Bupati 1 hari SK Bupati

16 Menggandakan dan Pengiriman PKPT APIP 
yang telah disinkronisasi ke Inspektorat Provinsi 
Jawa Tengah dan BPKP Perwakilan

SK Bupati 1 hari SK Bupati SOP Surat 
Keluar



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No 13 Tahun 1950 ten tang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Tengah.
2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.
3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

8 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah.

11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Displin Pegawai Negeri Sipil.

12 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan

13 Perbub Temanggung No 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2011 tentang 
Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.

1. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang 
diperiksa

2. Memahami peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang terkait dengan obyek 
pemeriksaan.

3. Memahami standar audit pengawasan dan Kode 
etik pengawasan.

4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 

berintegritas.
5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT
2. SOP Penerbitan Surat Perintah
3. SOP Penyusunan LHP
4. SOP Penerbitan LHP

1. Komputer
2. Printer
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
4. Alat dokumentasi
5. Alat Uji Teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 • Tidak kooperatifnya obyek pemeriksaan dalam proses 

pemeriksaan.
2. Keterlambatan pelaksanaan pemeriksaan reguler akan 

mengakibatkan PKPT tidak tercapai tepat waktu.

3. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian LHP akan 
mengakibatkan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak 
efektif.

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi



PROSEDUR PEMERIKSAAN REGULER  

INSPEKTORAT

No. Kegiatan

OBRIK SKPD/BUMD

Pelaksana

Ixban
Tim

pemeriksa
Obyek

pemeriksaan
K etuaT im

Teknis
Sekretaris Inspektur

Kasubbag
Evaluasi

Han

rriMWIM

Kelengkapan

Mutu Baku

Waktu Output
Ket.

Meneriraa Surat Tugas Pemeriksaan 
Pendahuluan dan Surat Tugas 
Pemeriksaan Rinci

Surat Tugas 30 menit Disposisi

2 . Melakukan koordinasi dengan tim 
pemeriksa untuk mempersiapkan 
pemeriksaan meliputi pembahasan 
Anggaran Waktu, Kartu Penugasan dan 
Program Keija Pemeriksaan.

a> Disposisi 1 jam
Draf Anggaran 
Waktu, Kartu 

Penugasan, PKP

3. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke 
obyek pemeriksaan sesuai dengan surat 
tugas untuk mendapatkan dokumen- 
dokumen yang dibutuhkan.

Surat Tugas, 
SPPD

1 hari
KKP

Pendahuluan

Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek 
pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas 
dan Program Keijja Pengawasan untuk 
menguji kebenaran dokumen dan 
memastikan bahwa proses kegiatan telah 
dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tugas, 
SPPD

5 hari KKP (Kertas 
Keija

Pemeriksaan)

Menyusun temuan yang dituangkan dal am 
Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

NHP 2 hari Draf NHP

Melakukan pembahasan hasil temuan yang 
ada di NHP dengan obyek Pemeriksaan, 
dan selanjutnva dilakukan 
penandatanganan oleh Pimpinan obyek 
pemeriksaan dan Ketua Tim Pemeriksa

NHP 1 hari NHP Apabila dalam 
pemeriksaan tim 
memukan ad any a 
indikasi kerugian 
negara/daerah dan 
pelanggaran disiplin 
PNS ketua tim 
melaporkan secara 
tertulis kepada 
Inspektur untuk 
dilakukan pemeriksaan 
khusus dengan Nota 
Dinas ke Inspektur.

Menyusun konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) yang direviu Kemudian 
menyerahkannya

LHP 4 hari Draf LHP

jika setuju diserahkan kepada Inspektur 
Pembantu dan jika tidak setuju 
dikembalikan ke KetuaTim.

LHP 4 jam Draf LHP

Mengoreksi konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) kemudian dikembalikan 
untuk direvisi.

L  se tu ju
LHP 3 jam Draf LHP

□



10 Merevisi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) aetelah dikoreksi dan dimintakan 
tanda tangan Tim Pemeriksa. f b

LHP 5 jam LHP

11 Menerima Laporan Haail Pemeriksaan 
(LHP).dan membubuhkan paraf, kemudian 
disediakan ke Inspektur.

LHP 3 jam LHP

12 Menandatangani LHP LHP 3 jam LHP

13 Menerima dan menggandakan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP)

LHP 3 jam LHP SOP Penyusunan LHP 
SOP Penerbitab LHP

OBRIK KANTOR/KEC/BAGIAN/SEKOLAH

Menerima Surat Tugas Pemeriksaan 
Pendahuluan dan Surat Tugas Pemeriksaan 
Rinci

Surat Tugas 15 menit Disposisi

2 . Melakukan koordinasi dengan tim 
pemeriksa untuk mempersiapkan 
pemeriksaan meliputi pembahasan 
Anggaran Waktu, Kartu Penugasan dan 
Program Ketja Pemeriksaan.

Disposisi 15 menit
Draf Anggaran 
Waktu, Kartu 

Penugasan, PKP

Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke 
obvek pemeriksaan sesuai dengan surat 
tugas untuk mendapatkan dokumen- 
dokumen yang dibutuhkan.

Surat Tugas, 
SPPD

5 jam
KKP

Pendahuluan

Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek 
pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas 
dan Program Ketja Pengawasan untuk 
menguji kebenaran dokumen dan 
memastikan bahwa proses kegiatan telah

Surat Tugas, 
SPPD

2 hari KKP

Menyuaun temuan yang dituangkan dal am 
Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) o

NHP 1 hari Draf NHP

Melakukan pembahasan hasil temuan yang 
ada di NHP dengan obyek Pemeriksaan, dan 
selanjutnya dilakukan penandatanganan 
oleh Pimpinan obyek pemeriksaan dan 
Ketua Tim Pemeriksa.

NHP 5 jam NHP Apabila dal am 
pemeriksaan tim 
memukan adanya 
indikasi kerugian 
negara/daerah dan 
pelanggaran disiplin 
PNS ketua tim 
melaporkan secara 
tertulis kepada 
Inspektur untuk 
dilakukan pemeriksaan 
khusus dengan Nota 
Dinas ke Inspektur.

Menyusun konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) yang direviu Kemudian
menyerahkannva.

Mereviu konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

M S
Mengoreksi konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) kemudian dikembalikan 
untuk direvisi.

S g u
LHP 2 hari Draf LHP

LHP 2 jam Draf LHP

setu|u
LHP 2 jam Draf LHPi



10 Merevisi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) setelah dikoreksi dan dimintakan 
tanda tangan

LHP 2 jam LHP

11

12

Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP).dan membubuhkan paraf, kemudian 
disediakan

LHP 1 jam LHP

Menandatangani LHP I— — J - LHP 3 jam LHP

13 Menerima dan menggandakan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP)___________________________

LHP 2 jam LHP SOP Penyusunan LHP 
SOP Pen'erbitab LHP

OBRIK OESA
Menerima Surat Tugas Pemeriksaan 
Pendahuluan dan Surat Tugas Pemeriksaan 
Rinci

Surat Tugas 15 menit Disposisi

2 . Melakukan koordinasi dengan tim 
pemeriksa untuk mempersiapkan 
pemeriksaan meliputi pembahasan 
Anggaran Waktu, Kartu Penugasan dan 
Program Keija Pemeriksaan,

1 Disposisi 15 menit
Draf Anggaran 
Waktu, Kartu 

Penugasan, PKP

3. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke 
obyek pemeriksaan sesuai dengan surat 
tugas untuk mendapatkan dokumen- 
dokumen yang dibutuhkan.

Surat Tugas, 
SPPD

4 jam
KKP

Pendahuluan

Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek 
pemeriksaan se3uai dengan Surat Tugas 
dan Program Keijja Pengawasan untuk 
menguji kebenaran dokumen dan 
memastikan bahwa proses kegiatan telah 
dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tugas, 
SPPD

7.5 jam KKP

Menyusun temuan yang dituangkan dalam 
Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

NHP 4 jam Draf NHP

Melakukan pembahasan hasil temuan yang 
ada di NHP dengan obyek Pemeriksaan, dan 
selanjutnya dilakukan penandatanganan 
oleh Pimpinan obyek pemeriksaan dan 
KetuaTim Pemeriksa.

NHP 2 jam NHP Apabila dalam 
pemeriksaan tim 
memukan adanya 
indikasi kerugian 
negara/daerah dan 
pelanggaran disiplin 
PNS ketua tim 
melaporkan secara 
tertulis kepada 
Inspektur untuk 
dilakukan pemeriksaan

Menyusun konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) yang direviu Kemudian 
menverahkannya

LHP 5 jam Draf LHP

Mereviu konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
±LB-

LHP 1 jam Draf LHP

Mengoreksi konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) kemudian dikembalikan 
untuk direvisi.

se tu ju

a

LHP 1 jam Draf LHP



?
10 Merevisi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) setelah dikoreksi dan dimintakan 
tanda tangan

1—1—L
LHP 1 jam LHP

1_____r 1
11 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP), dan membubuhkan paraf, kemudian 
disediakan 1 \

LHP 1 jam LHP

12 Menandatangani LHP '
1 ~ l

LHP 2 jam LHP

13 Menerima dan menggandakan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP)

LHP 1 jam LHP SOP Penvusunan LHP 
SOP Penerbitab LHP



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/068/700/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
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Nam a SOP
RsBenksaan (LHP)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Kabupaten Dalam Lingkung
2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme.

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil 
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah.

11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang 
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

12 Peraturan Bupati temanggung Nomor 24 Tahun 
2017 tentang tugas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Temanggung

1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasl
3 . Memahami temuan dan rekomendasi
4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 

berintegritas.

5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT
2 . SOP Agenda surat masuk
3 . SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus
4 . SOP Penyusunan Anggaran
5 SOP Penyusunan LHP
6 SOP Agenda Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3 . LHP dan NHP

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila SOP revisi LHP tidak dilaksanakan maka revisi tidak 

diterima oleh pihak yang berkepentingan



PROSEDUR REVISI LAPORAN HASH PEMERIKSAAN (LHP)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetTim
Pemeriksa Sekretaris Inspektur Subag Evaluasi 

dan Pelaporan
Bupati Persyaratan/

Kelengkapan
Waktu
(hari) Output

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

1 Tim Pemeriksa berdasarkan pertimbangan 
melakukan revisi atas LHP yang telah dikirim, 
mengajukan nota dinas kepada Inspektur 
dengan dilampiri LHP yang sudah jadi dan 
revisi yang dimaksud

/
)

i

LHP 1 hari revisi LHP, nota dinas

2 mempelajari nota dinas dan meneruskan revisi LHP, nota dinas 15 menit revisi LHP, nota dinas

3 mempelajari nota dinas dan diskusi dengan 
Tim Pemeriksa perihal revisi yang 
dimaksud,jika tidak menyetujui maka 
kembali ke tim pemeriksa jika menyetujui 
maka didisposisi ke kasubbag evalap

revisi LHP, nota dinas 1 jam revisi LHP, nota dinas, 
disposisi

Tidak Ya

4 menerima disposisi inspektur, mengarsipkan, 
mengagenda, dan mengirimkan revisi LHP

revisi LHP, nota dinas, 
disposisi

1 hari Revisi LHP

1
5 selesai

◄
Revisi LHP 1 hari expedisi srat keluar



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/069/700/IX/2018
Tanggal Pembuatan 03 September 2018
Tanggal Revisi _______
Tanggal Efektif y y '
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Kama SOP dalam

Dasar Hukum___________________________________________________________________
1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Dalara Lingkungan Provinsi

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang diperiksa

DJawa Tengah
2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrae

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang terkait dengan obyek pemenksaan.

3. Memahami standar

4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan berintegritas.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UU No 15 tahun 2004 Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

5. Mempunyai Kompetensi sebagai pemeriksa

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin 
Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2011 tentang 
Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan dan Tata Keija Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas 
dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Keterkaitan____________________________________________
1. SOP Penerbitan Surat Perintah

2. SOP Pemeriksaan Kasus.Khusus dan Tujuan 
Tertentu.

Peralatan/ perlengkapan

1. Komputer

2. Printer

3. Disposisi atasan/Bupati.

Peringatan Pen cat at an dan pendataan
1. Tidak kooperatifnya pihak yang diperiksa dalam memberikan 

keterangan

2 Keterbatasan waktu dalam Pemeriksaan

1. Buku Agenda Surat Keluar/Masuk

2. Nota Dinas



PROSEDUR HAMBATAN DAL AM PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan
Pelaksana

Tim Pemeriksa
Objek

Pemeriksaan Bupati
Persyaratan/
Kelengkapan

Mutu Baku 

Waktu 
(hari)

Output
Ket

8 10
Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek 
pemeriksaan sesuai dengan Surat Tugas dan 
Program Kerjja Pengawasan untuk menguji 
kebenaran dokumen dan memastikan bahwa 
proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tugas, SPPD 5 hari

r O
KKP (Kertas 

Kerja
Pemeriksaan)

1Menolak memberikan data pemeriksaan/ 
keterangan/tidak kooperatif/memberikan data 
yang tidak lengkap kepada pemeriksa

KKP (Kertas Kerja 
Pemeriksaan)

1 hari KKP (Kertas 
Kerja

Pemeriksaan)

Melaporkan kepada Inspektur Pembantu KKP (Kertas Kerja 
Pemeriksaan)

1 hari notulen

Membuat Nota dinas dan melaporkannya kepada 
Inspektur

Notulen 1 hari Nota Dinas

Mengundang Obrik guna mendiskusikan sebab 
pembatasan pemeriksaan

Nota Dinas 1 hari Notulen

Jika objek pemeriksaan bersedia memberikan data 
maka dikembalikan ke tim pemeriksa jika tetap 
menolak diperiksa maka membuat surat 
pernyataan tidak mau diperiksa dengan diketahui 
Inspektur

Notulen 1 hari Surat
pernyataan

Mengajukan nota dinas ke Bupati dengan dilampiri 
surat pernyataan tidak mau diperiksa dari Objek 
Pemeriksaan

Surat Pernyataan 1 hari Nota Dinas

C _ )



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/070/700/1X/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal E fek tif,/ '^ . '’

O T O R A T ) f f i j j >

% -T fT c U l^ ^ Y A R S O  M.Si

N a m a  SO P
^e^Qgftc^rTnformasi Hasil 
Pengawasan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

2 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah. 
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1- Mampu mengoperasikan komputer
2 . Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
3. Memahami temuan dan rekomendasi
4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 

berintegritas.

5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Temanggung

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah.

11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan

12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten 
Temanggung

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan

1. SOP Penyusunan PKPT
2 . SOP Agenda surat masuk
3 . SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus
4. SOP Penyusunan LHP
5. SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3 . LHP dan NHP

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila SOP permintaan informasi tidak dilaksanakan maka 

informasi pemeriksaan bisa disalahgunakan untuk pihak yang tidak 
berkepentingan



PEMBERIAN INFORHASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetSub Bagian 
Adm dan 
Umum

Sekretaris Inspektur
Pemohon
Infromasi Tim Pemeriksa Persyaratan/

Kelengkapan
Waktu
(hari) Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 mengagenda dan menyediakan surat 
permintaan hasil pengawasan

surat permintaan, agenda 
surat masuk

15 menit surat permintaan, 
lembar disposisi

2 Menerima surat permintaan hasil 
pengawasan dan meneruskan

1

1

surat permintaan, lembar 
disposisi

15 menit surat permintaan, 
lembar disposisi

3 Membaca dan mempelajari permintaan data 
jika sudah ada ijin dari Bupati maka 
dilanjutkan jika tidak maka dikembalikan 
ke pemohon untuk dimintakan persetujuan 
dari Bupati terlebih dahulu

I d a k

surat permintaan, lembar 
disposisi

30 menit surat permintaan, 
lembar disposisi

Y a

4 Pemohon informasi melakukan expose 
tujuan perminataan hasil pengawasan 
kepada Inspektur dan Tim Pemeriksa

1

H

surat permintaan 1 hari surat permintaan

5 Melakukan kajian atas permintaan hasil 
pengawasan bersama Tim Pemeriksa jika 
setuju disiposisi ke tim pemeriksa jika tidak 
disetujui dikembalikan ke pemohon 
infromasi

T id a k

surat permintaan 1 jam surat permintaan, 
lembar disposisi

6 memberikan informasi dimaksud dengan 
dilampiri bukti surat keluar

surat permintaan, lembar 
disposisi

1 hari dokumen 
permintaan data, 
surat keluar



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor :
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

1. Memahami tugas pokok fungsi obyek yang diperiksa

2. Memahami aturan terkait bidang pengawasan

3. Memahami standar audit pengawasan dan kode etik 
pengawasan

4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 
berintegritas

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 
Kreditnya, sebagaimana telah dilakukan 
perubahan dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan dan Angka Kreditnya.

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung.

.8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar/Masuk
2. SOP Penerbitan Surat Tugas/Perintah
3. SOP Penyelesaian Tindak Lanjut

1. Komputer
2. Printer
3. LCD
4. Ruang rapat
5. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan



PROSEDUR PEMBERIAN KONSULTASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetPenerima
Permintaan

Sekretaris

Koordinator 
Auditor/Koordi 

nator Tim 
Tindak lanjut

Auditor/
APIP

Inspektur
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu
(hari)

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima permintaan pemberian konsultasi dari 

OPD/Desa/Koordinator Tim Tindak Lanjut

d >

Permintaan 
konsultasi baik 
surat maupun 
lisan

30 menit Catatan
permintaan
konsultasi
pada Buku
permintaan
konsultasi

2 Melakukan koordinasi dengan Koordinator Auditor 
dan atau Koordinator Tim Tindak Lanjut 
menyiapkan rencana pelaksanaan pemberian 
konsultasi sesuai kebutuhan

C
f

I>
Catatan 
permintaan 
konsultasi pada 
Buku
permintaan
konsultasi

60 menit Notulen
koordinasi

3 Menunjuk Auditor/APIP yang akan memberikan 
konsultasi dengan mempertimbangkan 
kompleksitas permasalahan

>f
Notulen
koordinasi

15 menit Disposisi

4 Melakukan koordinasi dengan OPD/Desa yang 
akan menerima konsultasi, dan melaksanakan 
konsultasi sesuai waktu yang disepakati dan 
melaporkan hasilnya kepada Sekretaris diketahui 
Koordinator Auditor atau Koordinator Tim Tindak 
Lanjut

c b 1 ■ ■

Disposisi 90 menit Nota Dinas
laporan
konsultasi

5 Melaporkan kepada Inspektur hasil kegiatan 
pemberian konsultasi setiap semester

> ’

1 hari Nota Dinas
Laporan Hasil
Kegiatan
Pemberian
Konsultasi
setiap
Semester



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Temanggung

3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah;

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah;

5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 
Kreditnya, sebagaimana telah dilakukan 
perubahan dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;

1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Memahami urusan administrasi kepegawaian

3. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan berintegritas

4. Memahami aturan terkait bidang pengawasan

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan dan Angka Kreditnya.

7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
'Tom o *irtm m«r

8 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar

2. SOP Penyusunan Anggaran
3. SOP Penerbitan Surat Tugas/Perintah

1. Komputer
2. Printer

3. LCD
4. Ruang rapat

5. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Kepadatan kegiatan pemeriksaan reguler

2. Koordinasi antar pelaksana kegiatan PKS



PROSEDUR PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (PKS)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan
Pelaksana

Pengusul/Tim
Pelaksana

Koordinator
PKS Sekretariat Tim Teknis Pembina

Mutu Baku
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu
(hari) Output

Ket

8 10
Pengusul/Tim Pelaksana dari masing-masing 
Inspektur Pembantu menyampaikan usulan 
pelaksanaan PKS berupa judul/tema yang 
dilengkapi dengan bahan paparan, susunan tim 
dan rencana waktu yang telah disetujui ke 
Koordinator PKS;

Bahan paparan, 
Susunan Tim 
Pelaksana dan 
Rencana Waktu

1 hari Dokumen
usulan

Koordinator PKS menyampaikan usulan PKS 
kepada Sekretariat untuk selanjutnya direviu dan 
dievaluasi oleh Tim Teknis terkait kelayakan 
usulan materi PKS berkadar pengawasan, 
menggunakan chek list.

Dokumen usulan 1 hari Dokumen
usulan

Hasil penilaian Tim Teknis dikelompokkan 
menjadi tiga kategori, yaitu a) layak dan disetujui, 
b) belum layak dan perlu perbaikan, dan c| tidak 
layak dan tidak disetujui. < > H

Form checklist, 
Kelengkapan 
dokumen, Penilaian 
kelayakan materi

2 hari Routing slip

Terhadap usulan yang layak dan disetujui untuk 
PKS yang bersifat umum disahkan oleh Sekretaris 
Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai 
Pembina sedangkan untuk PKS bersifat terbatas 
disahkan oleh masing-masing Inspektur 
Pembantu Wilayah sebagai Pembina.

Dokumen usulan 1 hari Dokumen
disahkan

Terhadap usulan yang belum layak dan perlu 
perbaikan, berkas usulan PKS dikembalikan 
untuk diperbaiki sesuai catatan Tim Teknis untuk 
diusulkan kembali (proses pengajuan dimulai dari 
tahap awal). Sedangkan terhadap usulan yang 
tidak layak dan tidak disetujui dikembalikan 
kepada pengusul dan tidak dapat diajukan 
kembali.

Dokumen usulan 1 hari Dokumen
dikembalikan

a



Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetPengusul/Tim
Pelaksana

Koordinator
PKS Sekretariat Tim Teknis Pembina Persyaratan/

Kelengkapan
Waktu
(hari) Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
6 Sekretariat satgas PKS melanjutkan proses 

penyusunan konsep SPT untuk selanjutnya 
ditandatanganai oleh Sekretaris / Inspektur 
sebagai Pembina/Pengarah.

Konsep SPT 1 hari SPT disahkan 
Pembina

7 Koordinator PKS mengkoordinasikan 
Penyelenggaraan PKS dibantu Sekretariat Satgas 
PKS.

' ' Dokumen 
kelengkapan PKS

1 hari Dokumen
hasil

------1

8 Sekretariat satgas PKS mendokumentasikan 
seluruh dokumen hasil pelaksanaan PKS, meliputi 
SPT, materi, notuien, absensi yang telah disahkan 
oleh Kasubag TU untuk diarsipkan. Penyerahan 
berkas dokumen maksimal 5 hari kerja setelah 
pelaksanaan PKS. c

f

b
Dokumen hasil 1 hari Arsip

dokumen

9 Sekretariat satgas PKS membuat laporan bulanan 
dan semesteran hasil pelaksanaan PKS serta 
menyerahkan ke Sekretariat Tim Penilai Angka 
Kredit.

'
Dokumen hasil 1 hari Laporan 

bulanan dan 
semesteran

10 Sekretariat Satgas PKS membuat laporan tahunan 
berdasarkan laporan bulanan dan semesteran.

'

( )
Laporan bulanan 
dan semesteran

Laporan
tahunan



Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 1. Mampu mengoperasikan komputer

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah 2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi

2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 3. Memahami temuan dan rekomendasi

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan

Nepotisme berintegritas.

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Basil 
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang 
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata  Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan PKPT 1. Komputer

2. SOP Agenda surat masuk 2. Printer

3. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus 3. LHP dan NHP

4. SOP Penyusunan Anggaran

5 SOP Penyusunan LHP

6 SOP Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila SOP penyimpanan LHP tidak dilaksanakan 

maka risiko LHP hilang sangat besar



PROSEDUR PENYIMPANAN DOKUMEN LHP RUTIN/KASUS/KASUS
INSPEKTORAT

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kel
Inspektur

Subbagian Evaluasi 
dan Pelaporan

Auditor
Persy aratan/ 
Kelengkapan

Waktu
(hari)

Output

1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan 
baik Rutin maupun kasus, dan 
menyerahkan laporan untuk digandakan 
dan disusun beserta kelengkapannya.

( )
Draft LHP ljam LHP

2 Menerima Laporan yang telah ditandangani, 
kemudian menggandakan dan menyusun 
LHP beserta kelengkapannya

LHP ljam LHP

3 Mengirim LHP yang telah jadi dengan 
dilampiri bukti tanda terima, satu 
diserahkan ke Auditor sebagai arsip, dan 
satu lagi untuk disimpan di Bagian Evaluasi 
sebagai arsip 7

LHP 1 hari LHP, bukti tanda 
terima,buku 
ekspedisi

4 Auditor menyimpan LHP yang telah jadi 
dilampiri Korin, Kendali mutu, PKA dan KKA 
sedang untuk pemeriksaan khusus dan 
kasus Dokumen Pemeriksaan (BA) 
diserahkan kepada Bagian Evalap

>

(
f

)

LHP, Korin, KM, PKA, KKA 1 hari Arsip LHP

5 Bagian Evalap mengarsip LHP yang telah 
jadi dengan dilampiri Nota Dinas dan 
dokumen pemeriksaan.

>

c
r

>
LHP, Nota Dinas, Dokumen 
pemeriksaan

1 hari LHP, bukti tanda 
terima,buku 
ekspedisi



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP P/074/700/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f/cij
f e l

1

K A D U r A I  E i^ -e i IV y \ W v jL r U lN L r

I N S P E C T O R ® ®

\ Ir. C V K s M ^ A R S O  M.Si
195903^X^98903 1 002

N
Nam a SOP

Ofjj^flAfellf&tijVt^engaduan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 1. Mampu mengoperasikan komputer

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 2 . Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
Djawa Tengah. 3 . Memahami temuan dan rekomendasi

2 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 4- Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. berintegritas.

3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Memiliki kompetensi pemeriksaan.

4 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

5 UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

7 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.

8 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung

10 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

11 Peraturan BPK-RI No 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan PKPT 1. Komputer
2 . SOP Agenda surat masuk 2. Printer
3 . SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus 3 . LHP dan NHP
4 . SOP Penyusunan Anggaran
5. SOP Penyusunan LHP

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila SOP tindak lanjut aduan masyarakat tidak

dilaksanakan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat
atas kinerja inspektorat

2 . Apabila SOP tindak lanjut aduan masyarakat tidak
terdokumentasikan dengan baik dapat menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan



PROSEDUR TINDAK LAN JUT PENGADUAN MASYARAKAT 

INSPEKTORAT

Kegiatan

Aduan langsung ke Inspektorat

Menerima pengaduan dalam bentuk tertulis 
kemudian mengagenda dan meneruskan

Menerima surat pengaduan masyarakat 
kemudian meneruskan 

Membaca dan mempelajari aduan 
masyarakat, jika dianggap perlu 
ditindaklanjuti maka mendisposisi ke Sub 
bagian perencanaan untuk membuat nota 
dinas jika tidak kembali ke sekretaris untuk 
di arsip

membuat Nota Dinas kepada Bupati berisi 
permintaan ijin untuk menindaklanjuti 
aduan masyarakat, dan mengajukan Nota 
Dinas untuk ditandatangani

Mengajukan Nota Dinas kepada inspektur 
untuk ditandatangani

Menandatangani Nota Dinas permintaan ijin 
menindaklanjuti aduan masyarakat dan 
Mengajukan nota dinas kepada Bupati

menyetujui dan memberikan ijin 
tindaklanjut aduan masyarakat melalui 
disposisi jika tidak maka diarsip

menunjuk tim audit pemeriksaan 
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan 
masyarakat.

membuat Surat perintah pemerikasaan 
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan 
masyarakat dengan ditandatangani 
inspektur

Pelaksana

Sub Bagian 
Adm dan 
Umum

Bupati Persyaratan/
Kelengkapan

Mutu Baku

Waktu
(hari)

surat aduan, agenda surat 
masuk

surat aduan lembar 
disposisi
surat aduan lembar 
disposisi

surat aduan lembar 
disposisi

Draft nota dinas dan surat 
aduan

Draft nota dinas dan surat 
aduan

#REF!

disposisi dan surat aduan

disposisi dan surat aduan

15 menit

15 menit surat aduan lembar 
disposisi

30 menit

30 menit

15 menit

0 hari

1 hari

1 jam

30 menit

Output

surat aduan lembar 
disposisi

surat aduan lembar 
disposisi

Draft nota dinas 
dan surat aduan

Draft nota dinas 
dan surat aduan

nota dinas dan 
surat aduan

disposisi dan surat 
aduan

disposisi dan surat 
aduan

Surat perintah

Ket



Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetSub Bagian 
Adm dan 
Umum

Sekretaris Inspektur Sub bagian 
Perencanaan Bupati Persyaratan/

Kelengkapan
Waktu
(hari) Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aduan melalui Bupati

1 Menerima pengaduan dan disposisi dari 
Bupati dan meneruskan untuk di agenda <____ ____ >

surat aduan, diposisi 30 menit surat aduan, 
diposisi

2 Mengagenda pengaduan dan disposisi dari 
Bupati kemudian menyediakan kembali | surat aduan, diposisi 15 menit surat

aduan.disposis, 
agenda surat 
masuk

3 menunjuk tim audit pemeriksaan 
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduain 
masyarakat.

surat aduan.disposis, 
agenda surat masuk

1 jam disposisi dan surat 
aduan

1
-------1

4 membuat Surat perintah pemeriksaan 
kasus/khusus tindak lanjut hasil aduan 
masyarakat dengan ditandatangani D

disposisi dan surat aduan 30 menit Surat perintah



PEM ERINTAH KABUPATEN TEM ANGGUNG  
INSPEKTORAT  

KABUPATEN TEM ANGGUNG

Nomor SOP P/075/700/IX/2018

Tanggal Pembuatan 03 September 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ^

/ a INSWSgfcUR

R'AHUPATENmrMANGGUNG

N S P E K T O R ^ p L
\ IrrGUK Jt^TCARSO  M.Si 
?W P ^ L 9 S 9 Q ^ ^ 9 8 9 0 3  1 002

Jj U]  /
Disahkan oleh Cu 1

\ <
Nam a SOP Teteah-Sej&wat Intern

Dasar Hukum Kualilikasi pelaksana
1 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
dan Nepotisme.

2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara.

4 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan An tar a  Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah.

6 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara.

7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata

8 Permen PAN dan RB No 42 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil 
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah.

9 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat

1. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang ditelaah

2 . Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3 . Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 

b e r in te g r ita s .

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer
3 . Disposisi atasan
4. Data - data yang di telaah

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Tidak kooperatifnya pihak yang ditelaah dalam 
memberikan keterangan

1 Buku Agenda Surat Keluar



PROSEDUR TELAAH SEJAWAT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNQ

No. Kegiatan

Membuat draf pembentukkan Tim 
penelaah sejawat Intern dan 
memerintahkan untuk mengetik draf 
Tim penelaah sejawat

Pelaksana

Inspektur

C Z J

Tim Telaah 
Sejawat 
Intern 

(Irban dan 
Auditorl

Sekretaris

±

Kasubbag
Perencanaan

Kasubbag
Adum

Kasubbag 
Evaluasi dan 

Pelaporan
Auditor

Mutu Baku

Kelengkapan

data Irban dan 
Auditor

Waktu

1 hari

Output

draf SK TIM 
Telaah 
Sejawat 
Intern

Ket.

Memerintahkan untuk mengetik draf 
SK Tim Telaah Sejawat Intern

saafi draf SK TIM 
Telaah Sejawat 

Intern
15 Menit

draf SK TIM 
Telaah 
Sejawat 
Intern

Mengetik draf SK Tim Telaah Sejawat 
Intern o draf SK TIM 

Telaah Sejawat 
Intern

2 Jam
draf SK Tim 

Telaah 
Sejawat

Menandatangani SK Tim Telaah 
Sejawat Intern dan memerintahkan 
untuk melaksanakan Rapat Teknis 
menentukan tujuan telaah sejawat, 
prosedur pelaksanaan dan waktu 
pelaksanaan.

} draf SK TIM 
Telaah Sejawat 

Intern
1 Jam

SK Tim 
Telaah 
Sejawat

Melakukan rapat teknis untuk 
menentukan tujuan telaah sejawat, 
prosedur pelaksanaan dan waktu 
pelaksanaan.

SK TIM, 
Pedoman 

telaah sejawat
1 hari

Dokumen 
program keija 

Telaah 
Sejawat

Melakukan rapat teknis bersama 
untuk pengumpulan dan evaluasi 
dokumen, melaksanakan wawancara 
baik secara langsung maupun 
dengan kuesioner untuk kemudian 
diambil kesimpulan

Dokumen 
program keija 
Telaah Sejawat

3 hari
bahan telaah 

sejawat, 
kertas keija

menyusun laporan hasil telaah 
sejawat

bahan telaah 
sejawat, kertas

3 hari Laporan
Telaah

Mendiskusikan hasil telaah sejawat

Melaporkan hasil telaah sejawat S '
Laporan Telaah 

Sejawat
1 hari Laporan

Telaah

Laporan Telaah 
Sejawat

1 hari Laporan
Telaah

10 menerima hasil telaah sejawat untuk 
kemudian disposisi Tindak Lanjut C__J

Laporan Telaah 
Sejawat

1 hari Laporan 
Telaah 

Sejawat yang 
___telah Hi___



D a s a r  H u k u m K u a l i f lk a s i  p e la k s a n a

1 U U  N o  1 3  T a h u n  1 9 5 0  t e n t a n g  P e m e r in t a h a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  D a la m  

L in g k u n g a n  P r o v in s i  D ja w a  T c n g a h

2  U U  N o  2 8  T a h u n  1 9 9 9  t e n ta n g  P e n y e le n g g a r a a n  N e g a r a  y a n g  B e r s ih  d a n  B e b a s  d a r i  

K o r u p s i,  K o lu s i  d a n  N e p o t is m e

3  U U  N o  17 T a l iu n  2 0 0 3  t e n ta n g  K e u a n g a n  N e g a ra

4 U U  N o  1 T a l iu n  2 0 0 4  t e n t a n g  P e r b e n d a h a r a a n  N e g a ra

5  U U  N o  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n ta n g  P e m c r in t a l ia n  D a e r a h

6  U U  N o  3 3  T a h u n  2 0 0 4  t e n ta n g  P e r im b a n g a n  K e u a n g a n  A n ta r a  P e m e r in ta h  P u s a t  

d a n  P e m e r in ta h a n  D a e ra h

7  U U  N o  1 5  t a h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  r a e m b e n tu k  U n d a n g - U n d a n g  t e n ta n g  B a d a n  

P e m c r ik 8 a  K e u a n g a n

8  U U  N o  15 t a h u n  2 0 0 4  P e m c r ik s a a n  P e n g e lo la a n  d a n  T a n g g u n g  J a w a b  K e u a n g a n  

N e g a r a

9  P e r a tu r a n  P e m e r in ta h  N o m o r  5 3  T a h u n  2 0 1 0  t e n t a n g  D is p l in  P e g a w a i  N c g e r i  

S ip i l

10  P e r m e n  P A N  d a n  R B  N o  4 2  T a h u n  2 0 1 1  t e n ta n g  P e tu n ju k  P e la k s a n a a n  lk h t is a r  

L a p o r a n  B a s i l  P c n g a w a s a n  A p a r a t  P e n g a w a s a n  In te r n  P e m e r in ta h

11 P e r a tu r a n  B P K -R I  N o  2  T a h u n  2 0 1 0  t e n t a n g  P e m a n t a u a n  P e la k s a n a a n  T in d a k  

I a n  ju t  R e k o m e n d a s i  B a s i l  P e in c r ik s a a n  B a d a n  P e m e r ik s a  K e u a n g a n

12 P e r a tu r a n  B u p a t i  T e m a n g g u n g  N o m o r  6 6  T a h u n  2 0 1 1  t e n ta n g  D is ip l in  K e p a la  D e s a  

d a n  p e r a n g k a t  D e s a .

13  P e r a tu r a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  T e m a n g g u n g  N o m o r  1 0  T a h u n  2 0 1 6  t e n ta n g  

P e m b e n t n k a n  d a n  S u s u n a n  P e r a n g k a t  D a e r a h  K a b u p a t e n  T e m a n g g u n g

14 P e r a t u r a n  B u p a t i  T e m a n g g u n g  N o m o r  6 0  T a l iu n  2 0 1 6  t e n t a n g  K e d u d u k a n ,

S u s u n a n  d a n  T a t a  K e i j a  O r g a n is a s i  P e r a n g k a t  D a e r a h  K a b u p a t e n  T e m a n g g u n g

1 5  P e r a tu r a n  B u p a t i  T e m a n g g u n g  N o  2 4  T a h u n  2 0 1 7  t e n t a n g  P e n ja b a r a n  T u g a s  P o k o k  

F u n g s i  d a n  T a t a  K e i j a  In s p e k t o r a t  K a b u p a t e n  T e m a n g g u n g

1 6  P e r a t u r a n  B P K - R I  N o  2  T a h u n  2 0 1 0  t e n t a n g  P e m a n ta u a n  P e la k s a n a a n  T in d a k  

L a n ju t  R e k o m e n d a s i  B a s i l  P e m e r ik s a a n  B a d a n  P e m e r ik s a  K e u a n g a n

1. M e iu a l ia m i  t u g a s  p o k o k  d a n  fu n g s i  o b y e k  y a n g  d ip e r ik s a

2 . M e m a h a m i  p e r a t u r a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n  y a n g  b e r la k u  

y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  o b y e k  p e m e r ik s a a n .

3 . M e m a h a m i  s t a n d a r  a u d i t  p e n g a w a s a n  d a n  K o d e  c l ik  

p e n g a w a s a n .

4 . A k t i f ,  k o m u n ik a t i f ,  o b y e k l i f ,  c e r rn a t ,  t e l i t i  d a n

5. M e u ip u n y a i  K o m p e t e n s i  s e b a g a i  p e m e r ik s a

K e te r k a ita n P e r a la ta n / p e r le n g k a p a u

1 • S O P  P e n e r b i t a n  S u r a t  P e r in ta h

2 . S O P  P e n y u s u n a n  L B P  K a s u s .K h u s u s  d a n  T u ju a n  

T e r t e n tu .

3 .  S O P  P e n e r b i t a n  L B P  K a s u s .K h u s u s  d a n  T u ju a n  

T e r t e n tu .

4 . S O P  P e r m in ta a n  K c t e r a n g a n

1. K o m p u te r

2 . P r in t e r

3 . D is p o s is i  a t a s a n / B u p a t i .

4 .  S u r a t  a d u a n  a p a b i la  a d a .

5 .  D a ta  - d a t a  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  p e m e r ik s a a n  

K a s u s .K h u s u s .T u ju a n  t e r t e n tu .

6 .  A l a t  D o k u m e n ta s i

7 .  A l a t  U j i  T e k n is

P e r in g a ta n P e n c a t a t a n  d a n  p e n d a ta a n

1. T i d a k  k o o p e r a t i f i iy a  p ih a k  y a n g  d ip e r ik s a  d a la m  m e m b e r ik a n  k e t e r a n g a n

2 K e t e r la m b a ta n  p e n y c lc s a ia n  d a n  p e n y a m p a ia n  L B P  a k a n  m e n g a k ib a t k a u  p r o s e s  

t in d a k  la n ju t  h a s i l  p e m e r ik s a a n  t id a k  e fe k t i f .

K e t e r la m b a ta n  p e la k s a n a a n  p e m e r ik s a a n  K a s u s .K h u s u s  d a n  T u ju a n  t e r t e n tu  a k a n  

m e n g a k ib a t k a n  p e n a n g a n a n  d a n  p c n y e le s a ia n  y a n g  k a d a lu a r s a .
3 .

1. B u k u  A g e n d a  S u r a t  K e lu a r / M a s u k

2 . B u k u  E k s p e d is i



PROSEDUR PEMERIKSAAN KASUS/ KHUSUS / TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMAN GGUN G

No. Kegiatan

2 .

3.

Menerima Surat Tugas Pemeriksaan 
Pendahuluan dan Surat Tugas 
Pemeriksaan untuk Kasus, khusus dan 
Tujuan Tertentu

Melakukan koordinasi dengan tim 
pemeriksa untuk mempersiapkan 
pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan 
Tertentu meliputi pembahasan Anggaran 
Waktu, Kartu Penugasan dan Program 
Keija Pemeriksaan serta mengindetifikasi 
masalah.

Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke 
obyek pemeriksaan Kasus, khusus dan 
Tujuan Tertentu sesuai dengan surat 
tugas untuk mendapatkan dokumen- 
dokumen dan informasi awal yang 
dibutuhkan.

Melakukan Pemeriksaan Rinci ke obyek 
pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan 
Tertentu sesuai dengan surat tugas untuk 
melakukan konfirmasi guna menguji 
kebenaran dokumen dan memastikan 
bahwa proses kegiatan telah dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Mendokumentasikan hasil konfirmasi dari 
pihak-pihak terkait.

Menyusun Berita Acara Permintaan 
Keterangan selanjutnya dikonfirmasikan 
dengan pihak yang diperiksa.

Melakukan pembahasan hasil 
pemeriksaan dengan pihak terkait.

Menyusun konsep Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) yang direviu secara 
berjenjang.

Pelaksana

Irban/Ketua
Tim

Tim
Pemeriksa

Obyek
pemeriksaan Sekretaris Inspektur

Kasubbag 
E v a lu a s i d a n  

Pelaporan

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output
Ket.

Surat Tugas/ Surat 
Aduan/Data 

Dukung

15
Menit

disposisi 
irban/ketua tim

disposisi 
irban/ketua tim

30
menit

Draf Anggaran 
Waktu, Kartu 
Penugasan, 

PKP, identifikasi 
masalah

Surat Perintah, 
Surat Aduan/ Data 

Dukung, Draf 
Anggaran Waktu, 
Kartu Penugasan, 
PKP, identifikasi 

masalah

1 hari KKP
pendahuluan

KKP pendahuluan 
dan data dukung

1 hari KKP

KKP 3,5 jam Draft BAP, KKP, 
Dokumen dan 

___ u ..n » :  Bm lim -----
draft BAPK.KKP, 

Dokumen dan bukti 
fisik

2 Jam BAPK

BAPK.KKP 2 Jam resume hasil 
pemeriksaan

resume hasil 
pemeriksaan

3 Jam Draf LHP



?
9 Merevisi konsep Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) yang telah direviu dan 
ditanda tangani oleh tim pemeriksa 
kemudian menyediakan

d Draft LHP 2 Jam Draft LHP

___ 1i

10 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dan membubuhkan paraf kemudian 
menyediakan

'r > h i Draft LHP 1 Jam Draft LHP

11 Mengoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP)

t id a k  s e tu ju A setuju Draft LHP 90
menit

LHPx /
12 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP), setelah digandakan dan data 
dukungnya serta ringkasan Hasil 
Pemeriksaan (LHP)

( r ) LHP 15
menit

LHP


